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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
Huruf
Arab
Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak
dilambangka
n
Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
xص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ƿ Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda  ( ̓ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
xi
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah a A
 ِا Kasrah i I
 ُا ḍammah u U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i
 َو fatḥah dan
wau
au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat
dan
Huruf
Nama Huruf  dan
tanda
Nama
xii
 َي… /  َا
….
Fatḥah dan alif atau
yā̓̓
ā a dan garis di
atas
ي Kasrah dan yā ī i dan garis di
atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di
atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
xiii
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
ﺎﻨﺑر : rabbanā
ﺎﻨﯿﺠﻧ : najjainā
ﻖﺤﻟا : al-ḥaqq
ﻢﻌﻧ : nu”ima
وﺪﻋ : ‘duwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).
Contoh :
xiv
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔﻔﺴﻠﻔﻟا : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
Contoh :
نوﺮﻣﺎﺗ : ta’murūna
عﻮﻨﻟا : al-nau’
ءﻲﺷ : syai’un
تﺮﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
xv
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
xvi
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḋalāl
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
M : Masehi
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
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ABSTRAK
Nama : Fitri Fuji Astuti
Nim : 10400113072
Judul : Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam
Perspektif Hukum Islam
Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana status kewarisan anak
hasil sewa rahim (Surrogate Mother) dalam perspektif hukum Islam? Pokok masalah
tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana
Hakikat Sewa Rahim?, 2) Bagaimana Landasan Hukum Sewa Rahim?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan syar’i dan
yuridis. Penelitian ini jenis penelitian pustaka (Library research), yakni penelitian
yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber
datanya. Penelitian ini dalam tiga konsentrasi hukum yaitu sewa rahim dalam
pandangan hukum yakni menurut undang-undang kesehatan, hukum perdata, dan
hukum Islam. Pada hukum Islam mencakup sewa rahim dalam perspektif al-Qur’an
dan hadis, dan sewa rahim menurut pandangan ulama-ulama.
Dari penelitian sewa rahim diperoleh hasil yaitu pada undang-undang
kesehatan sewa rahim tidak bisa dilakukan di Indonesia secara legal/terang-terangan,
karena melanggar undang-undang perkawinan dan undang-undang kesehatan tentang
penyelenggaraan pelayanan reproduksi buatan. Sewa rahim perspektif hukum
perdata, pada hukum perikatan perjanjian: perjanjian sewa rahim dianggap tidak sah
dikarenakan sewa rahim tidak bisa mencakup syarat keempat suatu perjanjian yaitu
“adanya sebab yang halal”, berdasarkan hukum kebendaan dan sewa-menyewa
perjanjian sewa rahim juga dianggap tidak sah karena menurut pasal 499 KUH
perdata rahim tidak bisa disamakan dengan suatu benda. Pada hukum Islam sewa
rahim juga dianggap haram menurut pandangan mayoritas ulama karena berdasar
kepada QS al-baqarah/2:223 dan beberapa dalil lainnya. Dari hasil penelitian tersebut
dapat disimpulkan bahwa sewa rahim dalam perspektif hukum Islam hukumnya
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haram, sehingga anak yang lahir dari penggunaan ibu pengganti (Surrogate Mother)
yang berstatus gadis atau janda maka kewarisannya hanya kepada ibunya saja yaitu
ibu yang melahirkan (ibu surrogate), bukan kepada pasangan suami-istri selaku
pemilik benih. Jika status ibu pengganti dalam ikatan perkawinan dengan suaminya
maka nasab dan kewarisan anak tersebut kembali ke suami ibu pengganti.
Implikas dari penelitian ini adalah: 1) Sewa rahim semestinya tidak dilakukan
karena menimbulkan lebih banyak kemudharatan seperti tercampurnya nasab.
2) Hilangnya hak-hak seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang secara alami
khususnya inseminasi buatan dengan penggunaan ibu pengganti (Surrogate Mother).
3)Jikalaupun harus dilakukan ada baiknya jika wanita surrogate-nya diambil dari
kerabat keluarga sehingga kasih sayang antara anak dan ibu yang melahirkan tetap
terjalin setelah anak tersebut dilahirkan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama
Islam. Konsep hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah
swt. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan
benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan
manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia
lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
Islam adalah agama yang syumul (universal), agama yang mencakup semua
sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak
dijelaskan dalam Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan agama Islam
yang memberi rahmat bagi sekalian alam mencakup seluruh kemaslahatan yang
terkandung pada agama-agama terdahulu. Islam memiliki keistimewaan, yaitu cocok
dan sesuai untuk setiap masa, tempat dan kondisi umat
Islam dikatakan cocok dan sesuai di setiap masa, tempat dan kondisi umat,
maksudnya adalah berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan
kemaslahatan umat. Bahkan, dengan Islam umat akan menjadi lebih baik, sejahtera,
aman dan sentausa. Tetapi harus di ingat bahwa Islam tidak tunduk terhadap masa,
tempat dan kondisi umat sebagaimana yang dikehendaki oleh sebagian orang.
2Apabila ummat manusia menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka
mereka harus masuk Islam dan tunduk dalam melaksanakan syari’at Islam.
Sebagai umat yang baik dari Nabi Muhammad saw, maka setiap sunnahnya
haruslah dilaksanakan salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan
yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan yang hukumnya sunnah,
dilakukan oleh sebagian orang dan sebagiannya lagi mubah dan ada beberapa lainnya
yang wajib melakukannya tergantung dari kondisi dan kemampuan dari setiap
individu. Islam menganjurkan untuk menikah tentu ada hikmah yang terkandung di
dalamnya, Pernikahan akan membuat seseorang terhindar dari perbuatan zina,
membuat hidup lebih damai dan tentram karena sesungguhnya manusia tidak bisa
hidup sendiri tanpa adanya seorang pendamping hidup yang akan menemani disaat
susah dan senang.
Salah satu dari tujuan pernikahan selain terhindar dari perbuatan zina juga
untuk melanjutkan keturunan. Memiliki anak adalah dambaan setiap pasangan suami-
istri, sebagian besar orang berpikir hidup tanpa keturunan bagaikan pohon yang tak
berbuah walaupun hidup beribu tahun tetapi tanpa adanya keturunan maka hidup akan
sia-sia. Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang Allah berikan kepada
setiap orang tua, seorang anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, tawa
dan tangisnya menjadi penyemangat tersendiri.
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS Al-Furqon/25:74
ﺎًﻣﺎَِﻣإ  َﻦِﯿﻘﱠﺘُﻤِْﻠﻟ َﺎﻨْﻠَﻌْﺟاَو  ٍُﲔَْﻋأ  َة ﱠُﺮﻗ َﺎِﻨﺗﺎﱠﯾ ﱢرُذَو َﺎﻨِﺟاَوَْزأ  ْﻦِﻣ َﺎَﻨﻟ  َْﺐھ َﺎﻨﱠﺑَر  َنُﻮﻟُﻮَﻘﯾ  َﻦﯾِﺬﱠﻟاَو
3Terjemahnya:
“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami
isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan
jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.1
Anak adalah perhiasan dunia yang sangat indah. maka tak heran jika banyak
orang yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan seorang anak. Mulai dari
secarah alami hingga melakukan program kehamilan, tetapi tidak dapat dipungkiri
bahwa ada kondisi dimana seorang istri tidak dapat mengandung karena adanya
kelainan pada rahimnya sehingga sedikit sulit untuk bisa mendapatkan keturunan.
Pada era globalisasi yang sudah canggih sekarang ini, sudah banyak temuan-temuan
baru di dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya dalam bidang ilmu kedokteran,
dimana hal yang dulunya dianggap tidak mungkin, tetapi dengan adanya temuan-
temuan baru, maka banyak hal yang bisa diubah dari suatu ketidak mungkinan. Sama
halnya dengan wanita yang tidak bisa hamil maka bisa mendapatkan keturunan dari
sel telurnya sendiri, lalu bagimana caranya? Tentu dengan kemajuan teknologi
sekarang ini, telah ditemukan sebuah program baru dibidang kedokteran yaitu
program bayi tabung menggunakan teknik inseminasi buatan yaitu teknik Fertilisasi
in Vitro (In Vitro Fertilization) adalah usaha fertilisasi yang dilakukan diluar tubuh,
didalam cawan biakan (Petri Disk). Sel sperma dan sel telur yang dikeluarkan dari
pasangan suami istri akan terbuahi dan berkembang dalam cawan biakan tadi, yang
kemudian akan dimasukkan kembali kedalam rahim istri.2 Program bayi tabung
dilakukan oleh suami-istri dikarenakan adanya gangguan pada tuba fallopi atau
saluran telur ke rahim berupa kerusakan atau sumbatan jalur sel telur dan sel sperma
1Kementrian Agama R.I,Al-Quran dan Terjemahannya (Cet. XIII; Bandung:Diponerogo,
2009,h. 343.
2Salim, Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,1993),h. 6.
4bertemu sehingga pemuahan terhadap sel telur harus dilakukan di luar tubuh. Sama
halnya dengan sewa rahim, teknik yang digunakan juga sama dengan bayi tabung
hanya bedanya terletak pada hasil pembuahan, jika hasil pembuahan cawan biakan
pada bayi tabung akan di masukkan kembali dalam rahim istri, maka lain halnya
dengan sewa rahim, hasil pembuahan dicawan biakan akan dimasukkan dalam rahim
wanita lain yang telah bersedia mengandung anak tersebut.
Sewa rahim yaitu seorang perempuan mengadakan perjanjian dengan
pasangan suami-istri yang hendak memiliki anak dengan menggunakan rahim
perempuan lain.
Menurut Salim H.S, yang dimaksud dengan kontrak surogasi (ibu pengganti)
adalah: “kontrak atau perjanjian yang dibuat antara orang tua pemesan dengan ibu
surogat, dimana ibu surogat akan mengandung, melahirkan dan menyerahkan anak
tersebut kepada orang tua pemesan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati
antara keduanya3.
Sewa rahim telah dijadikan alternatif untuk pasangan suami-istri yang ingin
mendapatkan keturunan, tetapi bermasalah pada rahim sang istri. Sebagai  umat
muslim tentunya setiap hal baru tidak serta merta bisa dilakukan tanpa adanya
pertimbangan, mengingat agama Islam selalu mengutamakan kemaslahatan dari
segala yang hendak dilakukan. Untuk itu, penulis menganggap masalah ini perlu
dikaji lebih dalam karena banyaknya anak hasil sewa rahim yang lahir namun tidak
jelas status kewarisannya.
3Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 11.
5Untuk itu, penulis membahas tentang Status Kewarisan Anak Hasil Sewa
Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Islam.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai pokok masalah dari penelitian ini
adalah Bagaimana Hak Waris Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam
Perspektif Hukum Islam. Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa sub
permasalahan :
1. Bagaimana hakikat dari penyewaan rahim ?
2. Bagaimana landasan hukum sewa rahim?
3. Bagaimana status kewarisan anak hasil sewa rahim menurut hukum Islam?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam
membaca serta mengikuti pembahasan di atas, maka penulis perlu menjelaskan
beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Status Kewarisan Anak Hasil
Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Islam.
Istilah yang ingin penulis jelaskan adalah sebagai berikut :
1. Status
Status adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.
Sedangkan kedudukan sosial (social status) artinya tempat seseorang secara umum
dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan
pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Namun untuk
6mempermudah dalam pengertiannya maka dalam kedua istilah di atas akan
dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah "kedudukan"
(status) 4
2. Waris (kewarisan)
Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum
Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris
dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan
dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia
kepada ahli warisnya yang masih hidup.5
Mewarisi berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam
hubungan hukum harta kekayannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya
hubungan hukum dalam hukum keluarga.6
3. Anak
Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama,7 yaitu seorang lelaki atau
perempuan yang belum dewasa atau manusia yang masih kecil yang belm mengalami
masa pubertas.
4Nur Fadilah, “Status Sosial”, Blog Nur Fadilah. htps://id.wikipediablogspot.com/
2009/06/Status-sosial.html (28 Sepetember 2016).
5 Ahmad Rofiq, Fikih Mawaris (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), h. 4.
6 R Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi (Surabaya: Airlangga University
Press, 1999), h. 3.
7 Depertemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia ,h.34.
74. Hasil.
Hasil adalah sesuatu yang diadakan,pendapatan atau perolehan dan akibat atau
kesudahan.8
5. Sewa Rahim atau Surrogate Mother.
Surrogate Mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan
diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi hamil
terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya,
dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami
isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim disebut gestational
agreement.9
6. Perspektif.
Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda atau sudut pandang atau
pandangan.10
7. Hukum Islam
Makna syari’ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang
mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata)
air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.
Kata syari’ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak
berkelok-kelok,juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari’ah ini
bermakna peraturan, adapt kebiasaan, undang-undang dan hukum.
8 Depertemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia,h.453.
9Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputind,2012), h.3.
10 Depertemen Pendidikan Nasional,Kamus Besar Bahasa Indonesia,h.832.
8Syariah Islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk
umat Islam, baik dari al-Qur’an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa
perkataan,perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan)11.
D. Kajian Pustaka
Karya Desriza Ratman, yang berjudul “Surrogate Mother dalam
Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?” mengatkan
bahwa “Surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan
diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi hamil
terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya,
dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami
isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim disebut gestational
agreement”12 Dalam buku ini membahas tentang sewa rahim seperti pengertian,
proses dan tujuan terjadinya penyewaan rahim serta cocok atau tidaknya di Indonesia
dengan menyelaraskan hukum kebiasaan yang berkembang di Indonesia. Sedangkan
pada penelitian ini masalah yang akan dibahas mengenai sewa rahim dari aspek
hukum Islam serta status kewarisan anak hasil sewa rahim.
Karya Radin Seri Nabahah bt. Ahmad Zabidi. Yang berjudul “Penyewaan
Rahim Menurut Hukum Islam” mengatakan bahwa “Menurut sebahagian besar para
ulama’ dan pengkaji di antaranya Sheikh Abdullah bin Zaid Ali Mahmud, Dr.
Muhammad Yusuf Al-Muhammadi, Sheikh Muhammad Al-Khudri, Qadi Mahkamah
Agung di Riyadh dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa ibu sebenarnya adalah
seseorang yang mengandungkan bayi dan melahirkannya, manakala ibu pemilik
11 Mohammad Ali Daud,Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 12.
12Dezrisa Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?, h. 3.
9benih itu seumpama ibu susuan. Mereka berpendapat bahwa anak dinasabkan kepada
ibu yang melahirkannya karena nasab anak ditentukan berdasarkan tiga perkara yaitu
wanita yang melahirkannya, pengakuan suami, dan saksi”13 Dalam buku ini
pembahasan sewa rahim hanya terfokus  pada hukum Islam, membahas mengenai
sewa rahim menurut hukum Islam seperti : pandangan ulama-ulama tentang sewa
rahim serta status nasab  anak hasil sewa  rahim. Sedangkan penelitian ini fokus pada
dua aspek yaitu sewa rahim dari aspek hukum Islam.
Karya Ilmiah lain yang membahas tentang sewa rahim adalah skiripsi yang
ditulis oleh Alwan Sobari dengan judul “Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum
Islam”. Dalam pembahasan tersebut yang menjadi masalah pokok adalah siapakah
ibu yang sebenarnya dari anak hasil sewa rahim. Sedangkan penelitian ini fokus pada
masalah status kewarisan anak hasil sewa rahim menurut hukum Islam.
Karya Muslich Maruzi yang berjudul “Pokok-pokok Ilmu Waris”. Membahas
tentang “ Hubungan kekerabatan karena pertalian darah pada dasarnya membentuk
tiga pola hubungan, 14yaitu :
a. Hubungan yang bergerak lurus keatas , yakni leluhur yang menyebabkan
adanya pewaris yang meninggal dunia : umpamanya bapak, ibu, kakek, nenek
dan seterusnya. Dalam konsep kewarisan Islam yang semacam ini dikenal
dengan istilah ushul.
b. Hubungan yang bergerak lurus kebawah, yakni anak keturunan dari pewaris
yang meninggal dunia; seperti anak, cucu, cicit dan seterusnya. Dalam teori
kewarisan Islam dikenal dengan istilah Furu’.
13 Radin Seri Nabahah dan Ahmad Zabidi, Penyewaan Rahim Menurut Hukum Islam (Jakarta:
PT Grafindo persada, 2001), h. 18.
14 Muslich Maruzi.Pokok-pokok Ilmu Waris (Semarang : Pustaka Amani, 1981), h..9.
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c. Hubungan yang bergerak menyamping, baik ke kanan maupun ke kiri
misalnya saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, keponakan dan
seterusnya. Dalam istilah ini dikenal dengan istilah Hawasyi.
Dalam buku ini membahas tentang hukum waris dalam hukum Perdata dan
hukum Islam diantaranya adalah pengertian hukum Waris dan kerabat yang berhak
Mewarisi. Sedangkan penelitian ini fokus pada kewarisan anak hasil sewa rahim
ditinjau dari hukum Islam.
Karya Subekti yang berjudul “Pokok-pokok hukum Perdata” membahas
tentang “ Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan15 yaitu :
a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undangg-undang.
b. Karena di tunjuk dalam wasiat (testament)
cara pertama dinamakan Mewarisi “menurut undang-undang” atau “ab
intestate” . cara yang kedua yaitu mewarisi secara “testamentair”. Dalam buku ini
membahas tentang hak mewarisi menurut hukum waris BW, seperti:  golongan-
golongan yang berhak menerima warisan menurut hukum waris BW. Sedangkan
penelitian ini membahas tentang status dan hak waris anak yang lahir dari sewa rahim
tinjauan hukum waris Islam.
Dari semua penelitian diatas, sepanjang pengetahuan penulis belum ada
satupun peneliti yang membahas secara khusus tentang status kewarisan anak hasil
sewa rahim dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Hal inilah yang salah
satunya membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.
15 Subekti, Pokok-pokok hukum Perdata (Jakarta: Intermasa,2003), h.95.
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E. Metode Penelitian
Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini
merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode
berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan.
Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang
maksimal.16
Adapun dalam skripsi peneliti menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih adalah jenis penelitian pustaka (Library
research), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa
buku-buku sebagai sumber datanya.17
Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan membaca,menelaah dan
menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa al-Qur’an, Hadis, Kitab dan
peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian guna untuk mendapatkan
data yang dibutuhkan dalam peneitian ini.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai
berikut:
16 Anton Bakker. Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.10.
17 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h.9.
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a. Pendekatan Syar’i
Pendekatan Syari’i adalah pendekatan hukum (syari’i), yakni menjelaskan
hukum-hukum yang berhubungan dengan status kewarisan anak hasil sewa rahim
dalam perspektif hukum Islam.
b. Pendekatan Yuridis
Pendekatan yurdis adalah (hukum perundangan) yaitu suantu penekatan yang
menggunakan ilmu hukum (undang-undang) sebagai bahan kajian, maksunya bila ada
pembahasan undang-undang atau teori-teori hukum yang berkaitan dengan judul,
maka dijadikan kajian untuk diuraikan.18
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke
dalam penelitian kepustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa
data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, berupa data-data yang diperoleh dari
perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat
primer ataupun yang bersifat sekunder. 19
18 Maman, Metode Penelitian Agama: Teori dan Praktik, Edisi I (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), h. 127.
19 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), h.129.
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a. Sumber Primer
Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data.20
b. Sumber Sekunder
Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.21
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi
dengan cara :
a. Kutipan Langsung, Yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah.
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Sesuai dengan jenis penelitian ini (Library Research), data primer dan data
sekunder diatas dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode sebagai
berikut :
20 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta. 2006),
h.253.
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, h.254.
14
a. Deduktif, yakni menganalisis data yang menganalisis data yang bersifat umum,
untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.22 Dalam hal
ini status kearisan anak hasil sewa rahim kajian filsafat hukum Islam.
b. Induktif, yakni menganalisis berbagai fakta dan data, kemudian digeneralisasikan
menjadi sebuah statement.23 Dalam hal ini sewa rahim dilihat dari kasus perkasus
kemudian ditentukan status Hukumnya.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui Hakikat dari Sewa Rahim (Surrogate Mother)
b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sewa rahim
c. Untuk mengetahui hak Waris anak hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother)
2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritas penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan sumbangangsih pemikiran bagi mahasiswa pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya dalam memahami tentang sewa rahim dan status
hukumnya dalam hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.
22 Sudarto,Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Grafindo persada, 1999),  h. 42.
23 Suharsini Ari Kunto,Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, h. 42.
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b. Kegunaan Praktis
Secara praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu
menyelesaikan masalah kejelasan status kewarisan anak hasil sewa rahim, yang lahir
di zaman sekarang ini maupun yang akan datang.
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BAB II
HAKIKAT SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER)
A. Pengertian Sewa Rahim (Surrogate Mother)
1. Sewa Rahim (Surrogate Mother) Secara Etimologi.
a. Sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakaian sesuatu
dengan membayar uang, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam
sesuatu atau yang boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. 1
b. Rahim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kantong selaput
dalam perut, temapat janin atau kandungan.2
c. Surrogate dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu “pengganti” menurut KBBI
pengganti adalah yang menjadi ganti (tentang barang), penukar atau oarng yang
menggantikan kedudukan atau jabatan orang lain.3
d. Mother dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu “ibu” menurut KBBI ibu adalah
wanita yang telah melahirkan seseorang.4
2. Sewa Rahim (Surrogate Mother) Secara Terminologi.
a. Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih
wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma) yaitu
1Depertemen Pendidikan,Kamus Besar Bahasa Indonesia (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar,2008),h.532.
2 Depertemen Pendidikan,Kamus Besar Bahasa Indonesia,h.420.
3 Depertemen Pendidikan,Kamus Besar Bahasa Indonesia,h.361.
4 Depertemen Pendidikan,Kamus Besar Bahasa Indonesia,h.239.
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pasangan suami istri, dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sampai lahir
kemudian suami istri itu yang ingin memiliki anak akan membayar dengan sejumlah
uang kepada wanita yang menyewakan rahimnya.5
b. Surrogate Mother atau disebut sebagai ibu pengganti adalah wanita yang mengikat
janji atau kesepaktan (gestational agreement) dengan pasangan suami-istri, ibu
pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan suami-istri, dengan menerima
suatu imbalan tertentu.6
Pengertian lain dari Surrogate Mother adalah sebagai berikut:7
“A woman who agrees, usually by contarct and far a fee, to bear a child for a
couple who are childless because the wife is infertile or physically incapable of
carryng a developing fetus. Often the surrogate mother is the biological mother of the
child, conceiving it by means of artifiicial inseminitaion with sperm fromthe husband.
In gestational surrogacy, the wife is fertile but incapable of carryng a growing
fetus”.
Berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia adalah seorang wanita yang
menyetujui untuk mengandung anak atas nama pasangan lain yang tidak dapat
memiliki keturunan karena sang istri infertilatas secara fisik tidak mampu membawa
janin dalam kandungannya, yang didasarkan atas sebuah perjanjian atau pembayaran.
Sering kali yang disebut sebagai Surrogte Mother adalah sang ibu kandung yang
mengandungnya melalui inseminasi buatan sperma sang suami. Dalam gestational
5 Munawaroh, “Analisa Hukum Islam dan  Hukum  Positif Terhadap Pelaksanaan Sewa
Rahim”, Skirpsi (IAIRM Ponpes Walisongo Ngabar), h.41.
6 Linda beely, “Surrogate Mother legal correspondent of medicolegal, british Medical journal,
vol. 290. (1 Januari 1985):h.308.
7 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 8th Edition (St. Paul: West Thomson,
2004),h.145.
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surrogacy, sang istri subur namun tidak mampu membawa janin dalam
kandungannya.8
Menurut W.J.S, Purwadarminto kata “sewa” berarti pemakaian (peminjaman)
sesuatu dengan membayar uang. Sedangkan kata “rahim”yaitu kandungan.
Desriza Ratman memberikan pengertian Surrogate Mother sebagai someone
who takes the place of another person (seseorang yang memberikan tempat untuk
orang lain).9
Frend Amelen menyatakan bahwa seorang wanita yang mengikatkan dirinya
melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan istri) untuk menjadi
hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan,
yang dilakukan pembuahannya di luar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan
yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan
mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.10
Sewa rahim adalah suatu kesepakatan dimana seorang wanita bersedia hamil
dan selanjutnya memberikan anak yang akan dilahirkannya pada orang tua lain
yang akan mengangkatnya sebagai anak. Ia (wanita) tersebut bisa menjadi ibu
genetik dari si anak (bentuk tradisional dari Surrogacy), atau bisa juga dengan cara
dibuahi (tansfer embrio) dari benih orang lain (gestational surrogacy).
8 Sonny dewi Juaisih,dkk,Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia
(Cet;I Bandung: PT Refika Aditama,2016), h.12.
9 Desrima Ratman, Surrogate Mother dalam Perpektif Etika dan Hukum Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputind,2012),h. 3
10Frend Amelen,Kapita Selekta Hukum Kesehatan (Cet. I ; Jakarta: Grafika Tamajaya,1991),
h. 117
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Penyewaan rahim merupakan metode reproduksi bantuan (assisted
reproduction). Dalam beberapa kasus, ini menjadi satu-satunya alternatif bagi
pasangan (yang sulit punya anak) yang ingin memiliki anak yang masih memiliki
ikatan dengan mereka secara biologis.11
Dari pendapat diatas mengenai pengertian sewa rahim (Surrogate Mother)
maka penulis dapat simpulkan bahwa sewa rahim adalah hasil dari peleburan sperma
dan ovum dari pasangan suami istri dengan menggunakan teknik bayi tabung yang
hasil pembuahannya dititipkan ke rahim ibu pengganti atau Surrogate Mother, yang
telah melakukan kesepakatn antara suami-istri bahwa ibu pengganti siap mengandung
janin dan melahirkan bayi kemudian diserahkan kepada pihak suami-istri dengan
ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.
Sebelum membahas lebih lanjut tentang sewa rahim atau ibu pengganti perlu
diketahui bahwa teknik serta proses yang digunakan untuk mendapatkan anak hasil
sewa rahim pada dasarnya sama dengan teknik bayi tabung yaitu menggunakan
teknik inseminasi buatan hanya saja pada bayi tabung hasil dari pembuahan akan
ditanam kembali ke dalam rahim istri sedangkan wanita yang mengalami kerusakan
pada rahim atau tertimpa kecacatan maka hasil pembuahan akan dititipkan ke dalam
rahim wanita lain yang siap mengandung dan melahirkan anak tersebut, jadi bisa
dikatakan bahwa anak hasil sewa rahim adalah anak hasil dari program bayi tabung
yang dilahirkan oleh wanita lain (ibu pengganti/Surrogate Mother)12
11Amin Khakam, “Sewa Rahim dalam Islam”, Blog Amin Khakam.
http://hakamabbas.blogsot.co.id/2014/01/istilah-sewa-rahim-dalam-Islam.html (10  November 2016).
12 Fertilisasi in vitro dilakukan dengan  menggunakan fertilisasi sperma dan ovum dari suami
istri yang bersangkutan kemudian ditanam  ke dalam  rahim istri dan dapat pula dengan cara yang
berbeda fertilisasi sperma dan ovum dari suami istri yang ditanamkan dalam rahim wanita lain yang
disebut dengan ibu pengganti (surrogate mother)
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3. Perbedaan Bayi Tabung dan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate
Mother)
Dari pembahsan diatas dapat disimpulkan bahwa program bayi tabung secara
garis besar sama dengan sewa rahim hanya terletak pada penempatan hasil
pembuahan, jika bayi tabung biasanya diletakkan ke rahim istri, maka lain halnya
dengan sewa rahim yang mana hasil pembuahan diletakkan dalam rahim ibu
pengganti (Surrogate Mother)
Berikut perbedaan dan persamaan antara sewa rahim dengan bayi tabung
secara rinci :
a. Sewa rahim biasanya dilakukan melalui perjanjian atau persyaratan tertentu dari
kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela (gratis),
atau perjanjian itu berupa kontrak, sedangkan bayi tabung atau inseminasi buatan
pada umumnya tidak dilakukan berdasarkan perjanjian atau persyaratan tertentu.
b. Sewa rahim biasanya menggunakan rahim wanita lain untuk menitipkan sperma
dan ovum dari pasangan suam-isteri, sementara bayi tabung biasanya
menggunakan rahim isteri sendiri sebagai tempat untuk menitipkan sperma dan
ovum dari suami-isteri tersebut.
c. Sewa rahim biasanya melibatkan pihak ketiga (wanita lain yang dititipi sperma
dan ovum dari pasangan suami-isteri) dalam prosesi kelahiran si anak, sedangkan
bayi tabung bisanya hanya melibatkan pasangan suami-isteri dalam kelahiran si
anak.
d. Sewa rahim bisa dilakukan baik dengan menggunakan teknik Tandur Alih Gamet
Intra Tuba (Gamette Intra Fallopian Transfer) maupun dengan menggunakan
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teknik Fertilisasi in Vitro (In Vitro Fertilization). Sedangkan bayi tabung hanya
bisa menggunakan teknik Fertilisasi in Vitro (In Vitro Fertilization).
B. Sejarah penyewaan rahim (Surrogate Mother)
Awalnya Surrogate Mother terjadi karena pihak istri tidak bisa mengandung
karena sesuatu hal yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan
kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu dalam
mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi maupun suka rela.
Perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran makna dan subtansi, dari subtansi awal
sebagai alternatif kelainan medis (karena cacat bawaan atau karena penyakit) yang
ada ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim, yang mana pihak penyewa
bukan lagi karena alasan medis, tetapi sudah beralih ke alasan kosmetik dan estetika,
sementara bagi pihak yang disewa akan menjadikannya sebagai suatu ladang bisnis
baru dengan menyewakan rahimnya sebagai alat mencari nafkah (terutama pada
masyarakat yang ekonominya rendah) seperti India, Bangladesh dan Cina. Negara
tersebut difasilitasi oleh pemerintah setempat dengan membuatkan sebuah pusat
untuk model sewa rahim termasuk dengan pengurusan visa khusus dan visa medis.13
Sewa rahim di India, telah memberikan pemasukan negara setiap tahunnya
sebesar 445 dolar Amerika atau sekitar Rp. 4 triliun. Wanita di India melakukan sewa
rahim untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Pemerintah India telah melegalkan
sewa rahim dengan membuat semacam perkumpulan untuk sewa rahim. Bahkan
pemerintah India juga membuat visa khusus atau visa medis untuk memfasilitasi
orang yang datang untuk keperluan sewa rahim. Berbeda dengan di India, para ibu
13 Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, h.38.
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pengganti di Amerika Serikat melakukannya karena ingin bisa mendapatkan
pengalaman mengandung. Mereka yakin dengan mengandung, mereka bisa belajar
mengatasi masalah emosi dan memupuk naluri keibuan, sekaligus dapat membantu
para istri yang ingin memiliki anak.14
Anak yang ada dalam keluarga mengalami perubahan yang sangat dramatis,
yag disebabkan bahwa asal usul anak tidak selalu dilahirkan oleh ibunya, tetapi bisa
juga dilahirkan melalui orang lain (wanita lain). Hal ini banyak terjadi di kalangan
kelas menengah ke atas yang mempunyai maslah vertilitas (kesuburan reproduksi)
sehingga tidak bisa hamil. Hal ini juga di tunjang dengan kemajuan teknologi
kedokteran terkait masalah reproduksi yaitu dengan cara kelahiran di luar cara ilmiah
atau disebut dengan Assisted Reproductive Technologhies (ART). Di Indonesia hal
ini disebut dengan teknologi Reproduksi Berbantuan. ART merupakan cara yang
dipakai oleh pihak ketiga melalui cara sewa rahim untuk membantu seseorang atau
pasangan yang ingin mempunyai anak.
Dewasa ini metode perolehan anak melalui cara Surrogate Mother banyak
dilakukan oleh masyarakat di semua belahan dunia . kebijakan setiap negara terhadap
keberadaan Surrogate Mother berlainan dimana ada negara yang setuju dilakukannya
Surrogate Mother dan disamping itu terdapat pula negara-negara yang menolak atau
melarang adanya Surrogate Mother dengan berbagai alasan.
Negara Brazil dan Inggris menolak dilakukannya Surrogate Mother
mengeluarkan aturan-aturan yang sekiranya dapat menutup akses kearah
dilakukannya hal tersebut. Di Amerika Serikat masalah Surrogate Mother tidak diatur
14 Triono Wahyu Sudibyo, “Kontroversi Surrogate mother”,Detik health , 6 Mei 2014.
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dalam ketentuan hukumnya tetapi menyerahkan seluruhnya kepada individu untuk
mengembangkan kebijakan peraturannya.
Masalah Surrogate Mother menjadi topik perdebatan terkait keberadaan
perempuan, etika, hukum, dan sosial. Di India pelaksanaan Surrogate Mother
merupakan strategi untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan oleh karena itu
masalah moral dikesampingkan. Sampai saat ini, India merupakan destinasi bagi para
ibu untuk melakukan Surrogacy secara komersial. India adalah negara pertama yang
mengembangkan industri Surrogacy secara komersial yang bertaraf nasional maupun
yang bertaraf transnasional.15
1. Syarat untuk menjadi Surrogate Mother antara lain sebagai berikut:16
a. Tidak lebih dari 40 tahun;
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Punya rahim yang sehat dan kuat;
d. Status sosial menikah;
e. Punya minimal satu anak; dan
f. Ada persetujuan dari suaminya.
Pada awalnya hanya pasangan suami-istri saja yang boleh melakukan proses
Surrogacy tetapi dalam perkembangannya seseorang yang homoseksual juga boleh
melakukan proses Surrogacy.
Surrogacy dapat menjawab masalah dari pasangan mandul yang ingin
memiliki anak dengan genetik yang terkait dengan salah satu dari mereka, Surrogacy
15 Amrita Pande, Wombs in Labor Trans National Commercial Surrogacy in India (New
York: Columbia University press, 2014), h.12.
16 Milton C. Regar, Family Law and The Pursuit of Intimacy (New York: University
Press,1993), h. 40.
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adalah jawaban satu-satunya untuk bentuk-bentuk tertentu dari kemandulan
perempuan, seseorang perempuan mungkin tidak dapat memenuhi keinginanya untuk
hamil dan elahirkan anak dan untuk itu salah satu jalannya adalah melalui
Surrogacy.17
Pada awal tahun 1988, di Amerika Serikat hampir 600 bayi telah dilahirkan
melalui perjanjian Surrogacy. Suatu artikel mengulas struktur dari pengaturan
Surrogacy. Yang memberi saran bahwa pengaturan Surrogacy seharusnya tidak di
dikriminalisasi. Lebih lanjut, artikel tersebut menyarankan bahwa pembayaran yang
melampaui biaya aktual dan wajar terkait Surrogacy harusnya dilarang, dan
peningkatan layanan profesional terkait layanan Surrogate Mother yang cocok/sesuai.
Akhirnya untuk melindungi otonami reproduksi semua wanita, artikel tersebut
mengusulkan bahwa pemerintah federal harus menjelaskan kata “ibu” sebagai
seseorang yang mengandung anak untuk beberapa waktu, tanpa memperhatikan asal
dari sel telur dan sperma atau keinginannya terkait hak asuh. Jumlah homoseksual
individual atau pasangan yang mencari untuk menyewa Surrogate Mother secara
konsisten dilaporkan tidak lebih dari 1 persen, tapi tiga agensi telah mencari
Surrogate untuk sepasang homoseksual laki-laki dan lainnya untuk sepasang
homoseksual perempuan. Sekitar 25 persen adalah Katolik, proporsi yang sama
dengan Yahudi, dan sekitar 42 persen Protestan. Rata-rata agensi melaporkan bahwa
sekitar 25 persen dari pasangan (yang menyewa Surrogate) telah memiliki
(membesarkan) anak. Salah satunya pada tahun 1988, sebuah keluarga dengan
beberapa orang anak laki-lakimenyewa/mempekerjakan seorang Surrogate dengan
17 Myriam Hunter-Henin, Surrogacy: Is There Room for a New Library Between the French
Prohibitive Position and the English Ambivalence, Law and Bioethic (Oxford: University Press,
2008),h.332.
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harapan mendapatkan seorang anak perempuan. Ketika dia (Surrogate Mother)
mengandung kembar fraternal, satu laki-laki dan satunya lagi perempuan, orang tua
(yang menyewa Surrogate Mother) menerima anak perempuan namun mengirim anak
laki-lakinya ke panti asuhan, dimana ibu biologisnya mengambilnya. Mereka yang
mencari untuk menyewa Surrogate Mother umumnya kaya dan berpendidikan.
Agensi melaporkan bahwa bahwa sekitar 64 persen klien merasa memiliki
pendapatan rumah tangga lebih dari 50.000 dollar Amerika Serikat dengan
pendapatan tambahan 28 persen 30.000 sampai 50.000 Dollar Amerika Serikat per
tahun. Secara keseluruhan, dilaporkan bahwa sedikitnya 37 persen dari klien mereka
adalah berpendidikan perguruan tinggi, sementara 54 persen telah menyelesaikan
pascasarjana.18
Salah satu alasan yang banyak diceritakan kenapa ada seorang ibu yang
menjadi Surrogate adalah karena kesalahan dan rasa bersalah masa lalu, di mana ibu
Surrogate sebelumnya pernah melakukan aborsi, ataupun berasal dari keluarga
adopsi, sehingga ingin menjadi pribadi yang membantu pasangan yang tidak
mempunyai anak dan ingin menjadi Surrogate yang tidak dibayar. Ada juga, ibu
Surrogate yang memilih menjadi Surrogate tanpa dibayar karena mereka menyukai
kehamilan, mereka menyukai saat perubahan tubuh mereka ketika hamil, proses saat
kehamilan walaupun sakit, namun ibu Surrogate menginginkan hal tersebut karena
persaan lega telah melahirkan anak, walaupun tidak dapat membesarkan anak tersebut
secara finansial ataupun sebagainya.
2. Alasan Wanita Ingin Menjadi Ibu Pengganti (Surrogate Mother).
18Angela R. Holder, Surrogate Motherhood and the Best Interests og Children:Surrogate
Motherhood Politics and Privacy ( Indiana: University Press, 1990), h. 88.
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Wanita yang menjadi Surrogate Mother kepada orang asing tanpa kompensasi
apapun memberikan banyak alasan mengapa dia mau melakukan hal antara lain,
yaitu;19
a. Wanita tersebut ingin memberikan “kehamilan sempurna”. Hal tersebut dijelaskan
bahwa wanita tersebut ingin melahirkan seorang anak di rumah. Namun dia
kecewa dia mengeluarkan anak tersebut di rumah sakit, bukan di rumah.
b. Wanita itu menerima menjadi Surrogate Mother tanpa biaya kompensasi apa pun
karena dia tidak pernah hamil karena suaminya menjalani vasektomi, dan dia
“ingin mengalami rasanya mempunyai seorang anak”.
c. Wanita lain menyatakan bahwa dia seorang wanita yang ingin menjadi Surrogate
tanpa bayaran karena dia adalah seorang gynecologist yang percaya setelah
menjadi Surrogate dan melahirkan, dia akan menjadi dokter yang lebih baik.
Surrogacy dapat dijelaskan sebagai kegiatan yang “penuh cinta dan empati”
hal ini dijelaskan oleh wanita-wanita yang menjadi Surrogate Mother. Dijelaskan
oleh para pskologis, bahwa wanita-wanita yang menjadi Surrogate Mother,
mempunyai empati lebih tinggi kepada orang lain, dan merasa sedih dan merasakn
kesakitan hati pada sesama wanita yang tidak dapat mempunyai anak, hal tersebut
membuat mereka ingin membantu mereka yang tidak dapat mempunyai anak. Wanita
tersebut menjelaskan bahwa dia mendapat uang kompensasi sampai $10.000, selain
itu wanita yang mejadi Surrogate Mother menjelaskan dia ingin menjadi ibu
Surrogate ketika dia menjadi ahli di bidang infertility, dia menyatakan bahwa dia
melihat kekecewaan yang mendalam dari pasangan yang tidak dapat mempunyai
19 Sonny Dewi Juriasih,dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim alam Perspektif Hukum Indonesia
(Bandung: PT Refika Aitama,2016),h.7.
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anak dan hal tersebut dirasakan sangat tidak adil. Selain itu ibu Surrogate lain
menjelaskan bahwa menjadi Surrogate Mother membuatnya menjadi orang yang
lebih baik, tidak pernah sehari pun tidak berterima kasih kepada Tuhan karena adanya
anak tersebut.20
Walaupun kadang-kadang dimungkinkan untuk menemukan Surrogate
Mother yang tidak mau diberikan bayaran kompensasi, namun dalam kenyataannya
tidak banyak wanita yang ingin melakukan hal tersebut. Tidak cukup banyak wanita
yang tidak ingin dibayar dalam melakukan Surrogacy, dikarenakan banyaknya
permintaan untuk Surrogacy oleh pasangan yang infertil. Pengacara yang membuat
kesepakatan dalam perjanjian Surrogacy menganggapnya sangatlah penting untuk
diperbolehkannya pembayaran kompensasi kepada Surrogate Mother, hal tersebut
dikarenakan sangat sedikitnya wanita yang ingin menjadi Surrogate Mother yang
tidak ingin dibayar, sebagai contohnya adalah Noel Keana, yang menuntut pengadilan
Michigan karena dilarangnya pembayaran kompensasi kepada Surrogate Mother,
namun tuntutan tersebut kalah di pengadilan.
C. Jenis-jenis Sewa Rahim (Surrogate Mother)
1. Klasisfikasi Sewa Rahim (Surrogate Mother)
Terkait dengan Surrogate Mother ada beberapa klasifikasi yang harus
diperhatikan, yaitu :21
20 Sonny dewi Juaisih, dkk, Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum
Indonesia,h.8.
21France Winddance Twine, Outsourcing the Womb Race, Class and Gestational Surrogacy
in a Global Market, Routledge Taylor and Francis Group (New York an London, 2011), h. 11.
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a. Traditional Surrogacy
“Traditional surrogacy menurut Black’s Law Dictionary 8th Edition adalah “A
pregnancy in which a woman provides her own egg, which is fertilized by artificial
insemination, and carries the fetus and gives birth to child for another person”.
Terjemahannya adalah suatu kehamilan yang mana sang wanita menyediakan
sel telurnya untuk dibuahi dengan inseminasi buatan kemudian mengandung atas
janinnya serta melahirkan anaknya untuk orang lain atau kehamilan yang berasal dari
suatu inseminasi buatan, di mana ovum (sel telur) berasal dari si wanita yang hamil
dan mengandung bayi tersebut dalam jangka waktu kehamilan, kemudian melahirkan
anak untuk pasangan lain. Dari definisi tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa
taritional Surrogacy adalah bayi yang dilahirkan dari Surrogate Mother yang mana
ibu pengganti menyediakan sel telurnya dan sel sperma dari ayah yang akan menjadi
ayah asuh sekaligus ayah biologis, pembuahan ovum dan sperma dilakukan dengan
inseminasi buatan. Jenis Surrogacy ini dilakukan pada umumnya apabila istri tidak
lagi memproduksi sel telur dan tidak bisa mengandung dan mlahirkan.
b. Gestational Surrogacy
Gestional surrogacy merupakan jenis Surrogacy yang saat ini paling umum
terjadi, khususnya di negara-negara yang secara hukum memperbolehkan hal ini
dilakukan, seperti India. Gestational surrogacy menurut Black’s Law dictionary 8th
Edition ialah:
“A pregnancy in which one woman (the genetic mother) provides the egg,
which is fetilized and another woman (the surrogate mother) carries the fetus and
gives birth to child”.
Yaitu suatu kehamilan yang berasal dari sel telur atau ovum seorang wanita yang
telah dibuahi oleh sperma seorang pria (umumnya pasangan dari wanita pemilik
ovum) yang dikandung dalam rahim wanita lain (si ibu pengganti) hingga si ibu
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pengganti tersebut melahirkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa gestational surrogacy anak yang dilahirkan yang mana sel telur dan sperma
(pasangan suami-istri) terbuahi dengan cara inseminasi buatan kemudian hasil
pembuahan akan dititipkan ke rahim pengganti yang akan mengandung dan
melahirkan anak tersebut kemudian menyerahkannya pada pasangan suami-istri
selaku pemilik benih.
c. Intended Mother
“This is woman who, either alone or with a male or female partner,
commisions the pregnancy and enters into a commercial contract wth another women
who agress to be the “commissioning mother” and typically custody of the baby is
turned over to her upon the birth certificate.”
Berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia adalah wanita lajang yang memiliki
pasangan yang menghendaki kehamilannya dilakukan oleh wanita lain yang
menyetujui untuk dihamili dengan janin dari sel telurnya sendiri maupun dari hasil
donasi melalui suatu perjanjian bisnis. “intended mother” diartikan sebagai “ibu yang
menginginkan kehamilan” yang mana hak atas anak akan dialihkan kepadanya
setelah sang anak lahir. Namanya akan terdaftar sebagai ibu kandung sang anak,
bukan nama sang ibu pengganti/Surrogate Mother.
2. Teknik Inseminasi Pada Sewa Rahim (Surrogate Mother)
Teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran
ada 2 yaitu:
a. In vitro (outside the human body)/ Fertilization In Vitro (FIV) dengan cara
mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian di proses di Vitro (tabung), dan
setelah terjadi pembuahan, lalu di transfer di rahim istri.
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b. Gamet Intra Felopian Tuba ( GIFT ) dengan cara mengambil sperma suami dan
ovum isteri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditahan di
saluran telur (tuba palupi). Teknik kedua ini lebih alamiah dari pada teknik
pertama, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di tuba palupi setelah terjadi
ejakulasi (pancaran mani) melalui hubungan seksual.
Namun yang akan dibahas pada penelitian ini hanya terfokus pada jenis sewa
rahim yang kedua yaitu Gestational Surrogacy dengan menggunakan teknik
inseminasi pada point pertama (a) yaitu Fertilization In Vitro. Pada teknik
Fertilization In Vitro (FIV) sesuai dengan pengertianya teknik ini adalah fertilisasi
yang terjadi diluar tubuh, yakni dengan cara mengambil sperma dan ovum yang
kemudian dilakukan pembuahan di luar tubuh dan setelah berkembang menjadi
embrio maka akan ditanam kembali ke dalam rahim istri , tetapi dalam hal sewa
rahim maka hasil pembuahan suami istri akan dititipkan ke dalam rahim ibu
pengganti.
3. Klasifikasi Fertilization In Vitro (Teknik Bayi Tabung) menurut
Jenisnya.
Teknik Fertilization In Vitro (FIV) lebih dikenal dengan istilah teknik bayi
tabung yang ternyata dapat di klasifikasikan menurut jenisnya.
John C. Fletcher membagi jenis bayi tabung (fertilisasi in vitro) menjadi 2
macam, yaitu:22
22 Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perpektif Hukum Perdata dan
Hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014),h.13.
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a. In vitro (outside the human body)/ Fertilization In Vitro (FIV) dengan cara
mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian di proses di Vitro (tabung), dan
setelah terjadi pembuahan, lalu di transfer di rahim istri.
b. Egg of wife or surrogate mother.
Jika ditinjau dari sperma dan ovum serta tempat embrio ditransplasikan, maka bayi
tabung dibagi menjadi 8 (delapan) bentuk yaitu :23
1) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri,
kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
2) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri
kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti
(Surrogate Mother);
3) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovum dari istri, lalu
embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
4) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovum dari donor, lalu
embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
5) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovum dari istri, lalu
embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim Surrogate Mother;
6) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovum dari donor, lalu
embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim Surrogate Mother;
7) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya
ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
23 Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perpektif Hukum Perdata dan
Hukum Islam,h.14.
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8) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya
ditransplantasikan ke dalam rahim Surrogate Mother.
Perlu diketahui bahwa bayi tabung dari sperma suami dan ovum dari donor
bisa saja berasal dari ovum si pemilik rahim( ibu pengganti)24 Pertemuan sperma dan
sel telur pada tipe ini dapat melalui inseminasi buatan, dapat juga melalui
persetubuhan antara suami dengan perempuan pemilik sel telur yang rahimnya
disewa itu.
D. Sebab-Sebab Sewa Rahim (Surrogate Mother)
Ada beberapa hal yang menyebabkan sewa rahim dilakukan yaitu: 25
a. Seorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara alami. Hal ini
bisa disebabkan karena wanita tersebut ditimpa penyakit atau kecacatan yang
kemudian menghalanginya dari keinginan untuk mengandung dan melahirkan
anak.
b. Seorang wanita yang ingin memiliki anak, tetapi rahim wanita tersebut telah
dibuang karena pembedahan ataupun karena masalah yang lainnya. Hal ini
tentunya tidak memungkinkan dirinya untuk hamil.
c. Seorang wanita yang ingin menjaga kecantikan tubuhnya dengan cara
menghindarkan diri dari akibat kehamilan, melahirkan dan menyusui. Karena
dengan hamil, melahirkan, dan menyusui dikhawatirkan akan berakibat negatif
terhadap keindahan bentuk tubuhnya. Misalnya kegemukan dan lain sebagainya.
24Rosalia Aini La’bah,”Surrogate Mother”, Blog Rosalina Aini La’bah
http://www.kompasiana.com/2015/07/surrogate-mother.html (12 November 2016)
25 Radin Seri Nabahah dan Ahmad Zabidi, Penyewaan Rahim Menurut Hukum Islam,h.3.
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d. Seorang wanita yang ingin memiliki anak tetapi pada saat yang bersamaan dia
telah putus haid (menopause).
e. Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak ingin memikul kehamilan,
melahirkan dan menyusukan anak dan ingin menjaga kecantikan tubuh dari akibat
kehamilan.
f. Seorang wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya
kepada orang lain. Hal ini bisa jadi disebabkan karena persoalan ekonomi yang
sangat mendesak.
E. Contoh Kasus Sewa Rahim di Luar Negeri dan di Indonesia.
1. Kasus Sewa Rahim di Luar Negeri
a. Amerika
Di Amerika pernah terjadi kasus antara Mary Beth Whitehead sebagai ibu
pengganti (Surrogate Mother) yang berprofesi sebagai pekerja kehamilan dari
pasangan Willian dan Elizabeth Stern pada akhir tugasnya memutuskan untuk
mempertahankan anak yang dilahirkan itu. Timbul sengketa diantara mereka yang
kemudian oleh Pengadilan New Jersey, ditetapkan bahwa anak itu diserahkan dalam
perlindungan ayah biologisnya, sementara Mrs. Mary Beth Whitehead (ibu
pengganti) diberi hak untuk mengunjungi anak tersebut.26
Kasus lain yang pernah terjadi adalah kasus di Pengadilan Distrik Clark
County, kronologis singkat kasus ini adalah adanya perjanjian antara Veronica Lynn
Damon dengan Sha’Kayla St. Mary mengenai Surrogate melalui klinik donor
26Wahyu Yun Santoso, “Aspek Hukum Bioteknologi”, Blog Wahyu Yun
Santoso.https//www.slideshare.net/yunzz/aspek-hkum-bioteknologi/2013/08/aspek-hukum-
bioteknologi.html (27 November 2016)
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sperma.Veronica Lynn Damon memberikan sel telur miliknya dan sperma anonim
dari klinik donor sperma kepada Sha’Kayla St. Mary untuk melahirkan bayi. Dalam
perjanjian surrogate tersebut Veronica Lynn Damon diidentifikasi sebagai “orang tua
kandung” dan Sha’Kayla St. Mary sebagai “orang tua non-biologis”. Akan tetapi,
setelah Sha’Kayla St. Mary melahirkan anak tersebut, tiba-tiba Sha’Kayla St. Mary
menuntut hak asuh atas anak tersebut.
Pengadilan Distrik Clark County memutuskan bahwa perjanjian Surrogate
antara Veronica Lynn Damon dengan Sha’Kayla St. Mary tidak sah dan berdasarkan
hukum Nevada mengatur hubungan ibu dan anak dibuktikan dari ibu yang telah
melahirkan anak tersebut. Mahkamah Agung USA-Nevada memutuskan kasus ini
dengan pertimbangan hukum “the woman who carried the child to birth was only a
surrogate and not entitled to any custodial rights”. Artinya, seorang anak bisa
memiliki dua orang ibu yang sah secara hukum.27
b. Irlandia
Negara Irlandia membuat peraturan khusus untuk anak yang lahir dari hasil
Surrogacy di luar negeri, seperti dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh
orang tua sah secara hukum dan walinya (Surrogate Mother). Selain itu, secara umum
hanya orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan travel document atas nama
anak warga Negara Irlandia. Orang tua si anak harus diperiksa untuk menentukan
apakah anak yang lahir diluar negeri itu adalah warga Negara Irlandia.Dalam
27 H.P. Panggabean, “Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Analisis
Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif untuk Penanganan Case Law” (Bandung
2014), h.271.
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mempertimbangkan masalah ini, pihak berwenang Irlandia wajib menerapkan hukum
Irlandia.Perlu diketahui bahwa akta kelahiran asing atau perintah pengadilan belum
tentu mengikat dalam hukum Irlandia atau pada otoritas Irlandia.28
c. India
Di India Salah satu pasangan yang melakukan sewa rahim adalah suami istri
Chris dan Susan Morrison asal Inggris. Dengan membayar biaya 8.000 poundsterling
atau Rp 116 juta (kurs 14.500/pounds) kepada wanita India usia 24 tahun. Keduanya
mendapatkan bayi kembar laki-laki yang lahir di Mumbai 1 Maret 2009 yang
dinamakan Louis dan Freya. Nyonya Morrison memilih melakukan sewa rahim
karena ia menderita kelainan darah yang membuatnya tak mampu hamil hingga masa
penuh 9 bulan. "Ini keajaiban. Kami telah mendapat dua bayi laki-laki dan
perempuan. Ada saat-saat ketika aku pikir ini tidak akan pernah terjadi," kata
Morrison seperti dikutip dari Dailymail.
d. Thailand
Di Thailand, salah satu kasus yang terjadi antara ibu pengganti asal Thailand
dengan penyewa rahim pasangan asal Australia. Kasus bayi laki-laki bernama
Gammy, 7 bulan, yang lahir dari praktek sewa rahim telah membuat perdebatan di
banyak negara. Orang tua biologis sang bayi yang berkewarganegaraan Australia
menitipkan sel telur dan sperma mereka ke rahim wanita Thailand tidak mau
mengakui Gammy karena mengalami down syndrome, sementara kembaran Gammy
28 H.P. Panggabean, “Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Analisis
Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif untuk Penanganan Case Law”,h.272.
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yang lahir sehat dibawa pulang ke Australia sejak dilahirkan. Akibat kejadian ini,
banyak kalangan mengecam aksi pasangan Australia ini. Kasus Gammy juga memicu
polemik terkait atuan sewa rahim di tingkat internasional. Atas kasus ini pemerintah
Australia sedang mempertimbangkan merevisi hukum soal sewa rahim yang
melibatkan ibu pengganti warga asing, supaya kasus Gammy tidak terulang kembali.
Identitas orang tua Gammy telah dipublikasikan atas kehendak mereka
sendiri. Dalam wawancara eksklusif dengan TV Australia seperti dilansir Daily Mail,
orang tua biologis Gammy yang bernama David Farnell dan Wendy itu membantah
telah menelantarkan anak mereka yang menderita down syndrome tersebut. Menurut
pasangan yang menikah pada tahun 2004 itu, ibu pengganti asal Thailand,
Pattaramomen  Chanbua sendiri yang ingin merawat gammy. Ini membuat pasangan
suami istri ini hanya membawa Pipah, kembaran gammy yang lahir sehat. Sementara
itu, Chanbua bersikeras menuding farnell tak mau mengakui gammy karena anak
tersebut lahir cacat.
AFP menyebutkan, bayi malang tersebut masih dirawat secara intensif di
salah satu rumag sakit di Thailand. Penyakit jantung bawaan yang diderita Gammy
tak memungkinkan dia dirawat di luar rumah sakit. Ibu pengganti telah menegaskan
akan merawat bayi berusia tujuh bulan itu seperti anak kandung sendiri dengan alas
an bai tersebut berada di dalam perutnya selama Sembilan bulan. Oleh karena itu
anak tersebut dirawat olehnya seperti anak kandung sendiri.
Disisi lain, kisah Gammy dan ibu pengganti ini membuat dunia internasional
simpati. Penggalangan dana pun dilakukan dan jumlahnya saat ini sudah sekitar
250.000 dolar AS atau lebih dari Rp2,5 Milliar. Simpati juga dating dari pemerintah
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Australia yang memutuskan Gammy berhak mendapatkan kewarganegaraan Australia
agar bias mengakses perawatan berkualitas bagus di Australia dengan mudah.29
2. Kasus Sewa Rahim di Indonesia.
Pertanyaannya adalah adakah praktek sewa rahim di Indonesia? Tetapi dalam
kenyataannya praktek sewa rahim terjadi di Indonesia secara diam-diam.
Secara hukum penyewaan rahim dilarang di Indonesia. Tapi jangan salah,
praktik sewa rahim ternyata sudah banyak dilakukan secara diam-diam dan tertutup di
kalangan keluarga. Seperti apa sewa rahim di Indonesia?“Ada tapi diam-diam,” kata
aktivis perempuan Agnes Widanti dalam seminar ‘Surrogate Mother (Ibu Pengganti)
Dipandang dari Sudut Nalar, Moral, dan Legal’ di Ruang Teater Thomas Aquinas,
Universitas Katolik (Unika) Soegiyapranata Semarang, Jl Pawiyatan Luhur, Sabtu
(5/6/2010).
Agnes yang juga pengajar Unika dan koordinator Jaringan Peduli Perempuan
dan Anak (JPPA) Jateng itu mengacu pada thesis mahasiswinya yang berjudul
‘Penerapan Hak Reproduksi Perempuan dalam Sewa-menyewa Rahim’. Thesis itu
mengambil lokasi di Papua dan menjelaskan adanya sewa-menyewa rahim.“Hanya,
sewa-menyewa itu tak pernah dimasalahkan karena dilakukan dalam lingkup
keluarga. Jadi ada keponakan yang menyewa rahim tantenya agar bisa mendapatkan
anak,” imbuh perempuan bergelar profesor ini.
29 Huminca, “Kasus Gammy Masuki Babak Baru”, Harian Pikiran Rakyat, 12 Agustus
2014,h.8.
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Kasus sewa rahim yang sempat mencuat adalah pada Januari 2009 ketika artis
Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk bayi tabung dari
pasangan suami istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacaranya, Ferry Juan
mendapat imbalan mobil dan Rp 50 juta dari penyewaan rahim tersebut. Tapi kabar
ini telah dibantah Zarima.Menurut Agnes, jika kasus sewa rahim Zarima tidak dapat
diverifikasi, thesis yang dilakukan mahasiswanya benar-benar terjadi yang praktiknya
dilakukan diam-diam.30
Sebab itu, Agnes bersama dua pembicara lainnya dalam acara itu, Liek
Wilardjo (Dosen UKSW Salatiga) dan Sofwan Dahlan (Pakar Hukum Kesehatan
Undip), berharap pemerintah memperhatikan masalah tersebut. Sewa-menyewa rahim
bukan persoalan biologis semata, tapi juga kehidupan dan kemanusiaan.“Selama ini ,
hukum terlambat merespon kebutuhan,” kata Sofwan Dahlan.
Baik Agnes maupun Dahlan menyebut wacana sewa rahim bukan bermaksud
latah, melainkan antisipasi terhadap problem kehidupan. Tidak menutup
kemungkinan, banyak pasutri yang ingin melakukan sewa rahim, sehingga memilih
ke luar negeri karena di dalam negeri belum diizinkan.Seorang peserta seminar, dr
Iskandar mengaku menerima keluhan pasutri yang kesulitan mempunyai keturunan
karena faktor biologis si perempuan. “Saya tak bisa menyarankan mereka agar sewa
rahim karena memang di negara kita tak ada payung hukumnya,” katanya.
Seminar yang digelar Magister Hukum Kesehatan itu diikuti sekitar 100
orang. Mereka terdiri dari mahasiswa, kalangan medis, dan aktivis sosial.Larangan
sewa rahim di Indonesia termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan
30 Husni Thamrin,Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perata dan
Hukum Islam,h.44.
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dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan.Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga hanya
mengeluarkan fatwa tentang bayi tabung yang boleh dilakukan tapi tidak dengan
penyewaan rahim.31
31 Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum
Perdata dan Hukum Islam,h.47.
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BAB III
LANDASAN HUKUM SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER)
A. Sewa Rahim (Surrogate Mother) Perspektif Hukum Kesehatan.
Hukum bertujuan untuk mengatur dan mengontrol suatu masyarakat agar
hidup tertib dan saling menghormati satu sama lain, pada dasarnya hukum dibuat
untuk dipatuhi dan akan ada sanksi bila dilanggar, terutama pada hukum tertulis
(hukum positif) yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup sebagai
masyarakat ataupun warga negara yang baik, oleh karena itu dalam suatu negara
hendaknya hukum positf harus menjadi landasan terhadap segala aturan, termasuk
bereproduksi, termasuk juga dalam kasus sewa rahim, walau belum ada aturan yang
khusus mengenai sewa rahim tetapi negara sudah mengatur tentang:
1. UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
2. UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 10 ayat 1
“Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah.”
3. UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentan Kesehatan pasal 72 huruf (b)
“Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminai, paksaan,
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dan /atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak
merendahan martabat manusia sesuai dengan norma agama.”1
Jadi dalam berkehidupan bermasyarakat dan warga negara, seorang laki-laki
dan perempuan dewasa mendapatkan jaminan untuk membentuk suatu keluarga
(rumah tangga) serta melanjutkan keturunan melalui suatu pernikahan, negara juga
memberi hak untuk menentukan kehidupan reproduksi bagi pasangan suami istri
tanpa adanya paksaan atau kekerasan dari pihak manapun termasuk negara akan
tetapi tetap harus meghormati nilai-nilai luhur dengan tidak merendahkan martabat
manusia dan juga tidak menyalahi norma-norma agama. Dengan demikian negara
akan menjamin keberadaannya oleh suatu ikatan yang diakui oleh negara yang
disebut dengan ikatan perkawinan, bukan hanya ikatan saja yang diakui tetapi semua
dari akibat perkawnian tersebutakan mendapat jaminan dari negara seperti warisan,
status anak yang lahir dan harta-hartanya.
Jadi berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawnian, UU No. 39 tahun
1999 Pasal 10 ayat 1 tentang HAM, dan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
Pasal 72 huruf b, maka Surrogate Mother belum dapat diterima dan diterapkan
dengan alasan:2
1. Karena menurut UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta UU RI
No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 10 ayat 1, utnuk mendapatkan
keturunan harus melalui perkawinan yang sah, sementara pada Surrogate
1Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputind,2012),h. 59.
2 Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,h.96.
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Mother, anak yang dilahirkan bisa saja saja bukan berasal dari suatu ikatan
perkawinan yang sah apabila wanita Surrogatenya berstatus gadis atau janda.
2. Sementara terhadap Pasal 72 (b) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,
kasus Surrogate Mother melalui suatu proses yang dapat dikatakan ada unsur
perendahan terhadap martabat seorag manusia yang menyewakan rahim
dengan harapan imbalan materi serta juga melanggar kebiasaan norma moral
masyarakat dan agama yang dianutnya (akan lebih luas dibahas pada aspek
Etika)
Terhadap pelaksanaan Surrogate Mother yang berhubungan dengan tindakan
medis dan sarana medis ayang melakukan In Vitro Fertization (dari orang tua
biologis) yang kemudian hasil pembuahan benih dari orang tua biologis (umumnya
pasangan suami istri) akan ditanam ke rahim ibu penganti. Maka ada aturan serta
sanksi yang mengaturnya :
1 UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (lama) Pasal 16:3
a. Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk
membantu suami istri mendapatketurunan;
b. Upaya kehamilan di luar ara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat hanya dapat
dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suai istri yang bersangkutan,
ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
2) Dilakukan oleh tenagakesehatan yang mempuyai keahliandan kewenangan
untuk itu.
3Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,h.97.
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2 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (baru) Pasal 127:
a. Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya hanya dapat dilakukan oleh pasangan
suami istri yang sah dengan ketentuan:
b. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri dari mana ovum berasal;
c. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
untuk itu; dan
d. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
3. Permenkes RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan:
a. Pasal 4:
Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat dibeikan kepada pasangan
suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk
memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.
b. Pasal 10:
1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Perauran Menteri
ini dapat dikenakan tindakan administrative.
2) Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi
reproduksi buatan.
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4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, terdapat 10
pedoman:4
a. Pelayanan teknolog buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma
suami yang bersangkutan;
b. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertile, sehingga
kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertlitas
secara keseluruhan;
c. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apa pun.
Jadi dari aspek pelayanan untuk mendapatkan keturunan dengan metode di
luar cara alami (termasuk program bayi tabung dan Surrogate Mother) yang terdapat
pada aturan-aturan perundangan di atas dapat dinyatakan bahwa:5
5. Pasangan yang menginginkan anak adalah pasangan yang sah yang
terikat dalam ikatan perkawinan.
a. UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (lama) Pasal 16 ayat 1: Kehamilan di
luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami
istri mendapat keturunan;
b. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Baru) Pasal 127 ayat 1: Upaya
kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang
sah dengan ketentuan.
4Sonny Dewi Judiasih.dkk,Aspek Hukum Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Indonesia
(Cet;I Bandung: PT Refika Aditama,2016),h. 58.
5Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,h.98.
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Perbedaan antara UU Kesehatan yang lama dan baru terdapat kata-kata
“upaya terakhir”, jadi pada UU No. 23 tahu 1999, kehamilan di luar cara alamiah
dimungkinkan setelah mengalami serangkaian pengobatan konvensional, sementara
pada UU Kesehatan yang baru ( UU No. 36 tahun 2009), metode kehamilan di luar
cara alami boleh lansug dilaksanankan setelah didapatkan diagnosis pasti terhadap
kelainan medis yang ada.6
c. Permenkes RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang penyelenggaraan Pelayanan
Teknologi Reproduski Buatan: Pasal 4:
Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat dibeikan kepada pasangan
suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk
memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.
d. S.K. Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi
Tabung:
Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan
sperma suami yang bersangkutan.
6. Hasil pembuahan luar rahim (In Vitro Fertilization) harus dikembalikan
kepada wanita (istri) di mana sel telur (ovum) tersebut berasal.
a. UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (lama) Pasal 16 ayat (2) huruf (a):
Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan
dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
b. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) huruf (a):
6 Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,h.99.
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Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan
dalam rahim isri dari mana ovum berasal;
c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, pedoman nomor 4: Dilarang melakukan
surogasi dalam bentuk apa pun.
7. Metode kehamilan  di luar acra alami harus bedasarkan indikasi medic
(penyebab infertilitas).
a. Permenkes RI No. 7/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Teknologi Reproduksi Buatan:
Pasal 4:
Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat dibeikan kepada pasangan
suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk
memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.
b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, pedoman nomor 2: Pelayanan
reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertile, sehingga kerangka
pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertlitas secara
keseluruhan.7
8. Oleh tenaga medis dan fasilitas yang ditunjuk atau yang telah ditentukan.
a. UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Kesehatan (lama) Pasal 16 ayat 2 huruf b:
Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempuntai keahlian dan kewenangan untuk
itu;
7 Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?, h.101.
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b. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Baru) pasal 2 huruf (b)(c):
1) (b)Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu; dan
2) (c) Pada Fasilitas pelayanan  kesehatan tertentu.
c. Permenkes RI Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Teknologi Reproduksi Buatan: Pasal 3 ayat (1) dan (2):
1) (1)Penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan, hanya dapat
dilakukan di rumah sakit umum pemerintah kelas A, B dan rumah sakit umum
swasta kelas utama.
2) (2)Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan teknologi reproduksi
buatan harus :
a) Memenuhi pensyaratan tenaga, sarana dan prasarana;
b) Memiliki bagian ainfertilitas;
c) Menggunakan dan menerapkan metode pelayanan teknologi reproduksi buatan
yang telah terbukti manfaatnya.
9. Sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan metode kehamilan di luar cara
alami bagi sarana atau fasilitas kesehatan (rumah sakit) hanya berupa
sanksi administratif.8
a. Permenkes RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Teknologi Reproduksi Buatan Pasal 10 ayat (1) dan (2):
1) (1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan
menteri ini dapat dikenakan tindakan administrative.
8 Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,h. 102.
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2) (2)Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaran pelayanan
teknologi reproduksi buatan.
b. Belum adanya sanksi pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam praktik
Surrogate Mother terhadap pasal 127 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan (lex
specialis) bila dimasukkan kepada unsure perzinaan karena dilakukan bukan oleh
pasangan yang sah pada UU yang bersangkutan, sedangkan KUHP (lex generalis)
pada Bab kejahatan terhadap kesusilaan bila dikatakan ada unsure perzinaan, tidak
masuk pada pasal-pasal yang dimaksud karena tidak adanya unsure persetubuhan.
Jadi berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, untuk pelaksanaan
praktik terhadap Surrogate Mother tidak mungkin dilakukan secara legal/terang-
terangan di sarana atau fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia karena:
1. Yang dijamin dalam aturan di Indonesia hanyalah pasangan suami istri
yang sah yang bisa melakukan reproduksi buatan, sementara Surrogate Mother tidak
dilandasi oleh perkawianan yang sah.
2. Hasil dari pembuahan benih pasangan suami istri harus ditanam kembali
dari mana ovum berasal dalam hal ini adalah rahim istri, sementara pada praktik
Surrogate Mother, hasil pembuahan ditanam ke dalam rahim wanita lain (ibu
pengganti)
3. Adanya larangan dan sanksi terhadap pelanggaran metode kehamilan di
luar cara alami terhadap sarana/fasilitas kesehatan.
4. Adanya aturan yang melarang praktik Surrogate Mother dalam bentuk
apapun.
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5. Dengan demikian segala bentuk praktik sewa-menyewa dalam kasus
Surrogate Mother tidak dapat dilakukan dengan bantuan medis, sarana dan prasarana
yang ada di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku.
B. Sewa Rahim (Surrogate Mother) Perspektif Hukum Perdata
1. Berdasarkan Hukum Perikatan/Perjanjian.
Aspek perjanjian pada praktik Surrogate Mother yang dimaksud dalam hal ini
hukum perjanjian yang sah di Indonesia berdasarkan hukum perikatan nasional yang
mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Terdapat dua
belah pihak yang saling mengikat satu sama lain dimana pihak yang satu memberikan
jasa/prestasi (wanita Surrogate) dan pihak lainnya akan memberikan bayaran atau
imbalan materi (orang tua biologis). Perjanjian atau perikatan ini didasari oleh jasa
yang diberikan ibu pengganti (Surrogate Mother) yang  menerima embrio dari orang
tua biologis dan bersedia mengandung serta melahirkan bayi yang dilahirkan kepada
orang tua biologisnya
Ditinjau dari Pasal 1313 KUH Perdata:”Sesuatu perbuatan dimana seseorang
atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain”,
maka praktik Surrogate Mother sudah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk
perjanjian yaitu peristiwa di mana seseorang berjanji (orang tua biologis) kepada
seorang lain (wanita Surrogate) atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal (Embryo Transfer). Dari peristiwa ini, timbullah suatu
hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian
perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
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Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung
janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.9
Kemudian pada pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi ”Tiap-tiap perikatan
dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang”. Perjanjian
sebagai sumber perikatan apabila dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian
tertulis maupun tidak tertulis, serta yang berasal dari undang-undang saja atau
undang-undang karena adanya perbuatan manusia. Pada kasus Surrogate Mother,
perikatan terjadi antara orang tua biologis melakukan suatu perjanjian dengan seorang
wanita untuk mengandung dan melahirkan anaknya sehingga berdasarkan Pasal 1313
dan 1233 KUH Perdata tersebut, semua yang tercantum atau yang diperjanjikan
merupakan undang-undang bagi mereka, yang dapat dikatakan sebagai unsur suatu
perjanjian seperti menentukan: prestasi yang dilaksanakan, hak dan kewajiban
masing-masing pihak, bentuk dan isi perjanjian, tujuan dan waktu perjanjian serta
syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
a. Pada kasus Surrogate Mother, misal:10
1) Prestasi: mengandung, melahirkan dan menyerahkan bayi yang dikandung
wanita Surrogate Mother kepada orang tua biologis.
2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak: sesuai dengan kesepakatan yang
diajukan masing-masing pihak, dimana hak orang tua biologis adalah
kewajiban wanita surrogate dan sebaliknya misal:
9 Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,h.106.
10 Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,h.107.
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a) Hak orang tua biologi: wanita surrogate harus menjaga kandungannya sampai
melahirkan dan menyerahkan bayinya.
b) Kewajiban orang tua biologis: membayar imbalan kepada wanita surrogate untuk
pembiayaan selama hamil, bersalin dan jasa.
3) Bentuk perjanjian: bisa tertulis atau tidak tertulis (biasanya tertulis).
4) Isi perjanjian: seperti jumlah biaya yang harus dibayar, waktu penyerahan
bayi (apakah sehabis lahir atau disusui dulu), lansung pembuatan akte
kelahiran dengan data orang tua biologis atau dalam bentuk adopsi.
5) Syarat-syarat tertentu: missal, pemeriksaan kesehatan lengkap bagi wanita
calon surrogate, umur wanita surrogate, status perkawinan, riwayat penyakit
dan persalinan wanita Surrogate Mother dan lain-lain sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak.
Pada Pasal 1234 KUH Perdata dinyatakan jenis perjanjian yang berlaku pada
kedua belah piahk pada kasus Surrogate Mother adalah dalam bentuk jasa, yaitu
berbuat sesuatu, dengan bunyi pasalnya sebagai berikut:”Tiap-tiap perikatan adalah
memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga semuanya itu
dinyatakan sebagai prestasi yang dapat berbentuk barang dan jasa.
Selain dari pada unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian, maka
untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan beberapa persnyaratan, yaitu seperti yang
tercantum pada Pasal 1320 KUh Perdata terdapat empat (4) syarat untuk sahnya suatu
perjanjian yang meliputi mengenai pihak-piahk yang berjanji dan isi perjanjiannya itu
sendiri.
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b. Syarat Sah Perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata:
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu adanya kesepakatan
antara orang tua biologis dan wanita surrogate.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu masing-masing minimal
sudah berusia 21 tahun atau belum 21 tahun tapi sudah pernah menikah
(wanita surrogate) untuk dapat melakukan perbuatan hukum, tidak dalam
pengampuan dan tidak cacat mental.
3) Suatu pokok persoalan tertentu, yaitu isi perjanjian berupa prestasi yang akan
diberikan oleh wanita surrogate berupa bersedia mengandung, melahirkan dan
menyerahkan bayinya kepada orang tua biologis dan imbalan materi yang
akan diberikan oleh orang tua biologis.
4) Suatu sebab yang tidak terlarang, yaitu objek perjanjian tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang (hukum) yang berlaku, kesusilaan dan
ketertiban umum.
Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat subjektif
(adanya kesepakatn dan kecakapan bertindak, yaitu unsur ke-1 atau ke-2 Pasal 1320
KUH Perdata), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable),
sedangkan apabilah syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal
sendirinya demi hukum (Nietig van Rechtswegw, Null and Void).
Pada kasus Surrogate Mother untuk syarat subjektifnya sudah memenuhi
syarat, yaitu adanya pihak yang bersepakat dan cakap untuk melaksanakan isi
perjanjian tersebut, tetapi untuk syarat objektifnya, praktik Surrogate Mother
terganjal pada syarat yang ke empat, yaitu pada “adanya sebab yang halal” karena ada
beberapa sebab yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat pada kasus Surrogate
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Mother harus batal sendirinya demi hukum (Nietig van Rechtwegw, Null and Void)
setelah mendapatkan keputusan pengadilan dan keadaan dikembalikan kepada posisi
semula dimana dianggap tidak ada perjanjian sama sekali sehingga bila wanita
surrogate melakukan pelanggaran perjanjian (wanprestasi) seperti, tidak merawat
kandungannya atau tidak mau menyerahkan bayi yang dikandungnya kepada orang
tua bilogis tidak membayar sesuai yang dijanjikan atau menolak anak yang dilahirkan
wanita surrogate terdapat cacat baik fisik maupun mental.
c. Alasan Praktik Sewa Rahim (Surrogate Mothe)r Tidak Sah
Berdasarkan syarat keempat sahnya suatu perjanjian, yaitu berdasarkan
“adanya sebab yang halal” adalah:
1) Melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positf):11
a) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat 1 yang berbunyi:
Upaya kehamilan di luar cara aamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami
istri yang sah
b) Permenkes RI No. 73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Teknologi Reproduksi Buatan.
c) S K Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 20000 tentang Pedoman Pelayann Bayi
tabung di RS
Ketiga perundang-undangan tersebut telah dibahas secara rinci pada bagian
sebelumnya yaitu pembahasan sewa rahim menurut undang-undang kesehatan.
2) Bertentangan dengan kesusilaan:
11Sonny Dewi Judaisih.dkk,Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum
Indonesia,h.57.
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a) Tidak sesuai dengan norma moral dan adat-istiadat atau kebiasaan umumnya
masyarakat Indonesia atau di lingkungannya.
b) Bertentangan dengan kepercayaan yang dianut salah satu agama (Islam) karena
terdapat unsur pokok yang mengahramkan praktik Surrogate Mother, yaitu unsure
zina.
3) Bertentangan dengan ketertiban umum:
a) Akan menjadi pergunjingan di dalam masyarakat sehingga wanita surrogate besar
kemungkinan akan dikucilkan dari pergaulan.
b) Terlebih lagi bila status dari wanita surrogate adalah gadis atau janda.
4) Poin 1,2, dan 3 diperkuat dengan Pasal 1339 KUH Perdata, yang berbunyi
“perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh epatutan \, kebiasaan atau undnag-undang”
sehingga pasal ini menyatakan bahwa dalam menentukan suatu perjanjian,
para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam
perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-
undang.
5) Bertentangan juga terhadap pokok-pokok perjanjian atau perikatannya itu
sendiri, di mana rahim itu bukanlah suatu benda (hukum kebendaan) dan tidak
dapat disewakan (hukum sewa-menyewa) yang terdapat pada Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
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2. Berdasarkan Hukum Kebendaan.
a. Berdasarkan pasal 499 KUh Perdata.
“Tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat menjadi objek dan hak milik”
sehingga pengertian benda atau “zaak” adalah “segala sesuatu yang dapat menjadi
objek hak milik”, benda yang diatur pada KUH Perdata adalah benda-benda berwujud
(kendaraan,rumah atau tanah)/perjanjian nominaat,sementara benda-benda tak
berwujud tidak diatur di dalam KUH Perdata tetapi diatur dalam Undang-undang
tersendiri (hak cipta, hak paten)/perjanjian innominaat. Dengan demikian penguasaan
terhadap suatu benda dapat disebut Hak Atas Benda, yaitu “hak yang melekat atas
suatu benda yang memberikan kekuasaan lansung atas suatu benda dan dapat
dipertahankan terhadap siapapun (zakerlijk recht).”12
Pada kasus Surrogate Mother, tidaklah pantas dikatakan bahwa rahim adalah
suatu benda atau barang karena rahim tidak didapatkan dari penguasaan di dunia
karena didapat lansung satu paket dengan kehidupan manusia yang diberiakn oleh
penciptanya serta tidak ada pula hak yang melekat pada rahim untuk dipertahankan
dari orang lain karena logikanya tidak ada satu orang pun yang menginginkan atau
merebut rahim orang lain untuk dimiliki. Walaupun kenyataannya bahwa rahim
adalah benda padat (dapat dilihat dan dipegang) tetapi bukanlah termasuk benda yang
dimaksud dalam pasal 499 KUH Perdata serta tidak ditemukan kodifikasi khusus
tentang rahim pada KUH Perdata dan sekali lagi dikatakan bahwa rahim bukanlah
objek hukum, melainkan bagian dari seorang wanita sehingga tetap menajdi bagian
dari subjek hukum.
12 Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,,h.113.
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b. Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata
“Hak milik adalah hak untuk meikmati suatu barang secara leluasa dan untuk
berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya asalkan tidak bertentangan
dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang
berwenang dan asal tidak menganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak
mengurangi kemungkinan pencabutan hukum hak demi kepentingan umum dan
penggantian kerugian yang pantas berdasarkan ketentuan-ketentuanperundang-
undangan”.
Jadi berdasarkan pasal di atas, rahim bukanlah benda yang dapat dijadikan hak
milik karena hak milik didapatkan pada saat didunia karena saat dilahirkan manusia
tidak membawa apa-apa sehingga berkenaan dengan Pasal 570 KUH Perdata, maka
tidak mungkin ada pencabutan hak milik seorang wanita terhadap rahimnya oleh
pemerintah atas kepentingan umum kecuali atas indikasi medis (operasi hysterectomy
= operasi pengangkatan rahim akibat penyakit/kondisi tertentu), serta setiap benda
yang dimiliki seseorang, maka atas perintah undang-undang dapat diambil oleh
pemerintah dengan pembayaran ganti rugi yang pantas sehingga dengan pernyataan
itu, tidak logis bila rahim dimasukkan sebagai suatu benda yang dapat diambil oleh
pemerintah.
3. Berdasarkan Hukum Sewa-Menyewa
a. Pasal 1548 KUH Perdata
“Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu
mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain
selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak
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terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun
yang bergerak.”
Dari definisi sewa-menyewa di atas pada kasus Surrogate Mother adalah
benar bahwa ada perjanjian antara dua belah pihak (orang tua biologis dan wanita
surrogate), di mana wanita surrogate menyewakan rahimnya untuk mengandung
benih pasangan orang tua biologis dengan imbalan tertentu dan waktu tertentu. Tetapi
kembali dinyatakan bahwa rahim bukanlah benda atau barang sehingga perjanjian ini
setidaknya tidak memenuhi persyaratan ketiga (suatu hal tertentu) karena objek
perjanjian bukanlah barang atau benda yang dapat diperjualbelikan sesuai Pasal 1332
KUH Perdata:”hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi
pokok perjanjian.”13
Jadi berdasarkan Pasal 1332 KUH Perdata, maka gugurlah rahim sebagai
benda yang dapat menjadi objek perjanjian, jadi otomatis tidak juga disewakan
karena tidak bisa menjadi pokok perjanjian.
b. Pada Pasal 1550 KUH Perdata
Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya
suatu janji, wajib untuk:
1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa: rahim tidak bisa
diserahkan kepada penyewanya.
2) Memelihara barang yang dimaksud itu sedemikian rupa sehingga dapat
dipakai untuk keperluan yang dimaksud: bagaimana caranya memelihara
rahim secara tersendiri, sementara rahim adalah organ yang kompleks yang
13 Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,h.115.
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mencakup semua sitem yang ada dalam tubuh manusia, seperti sistem
kardiovaskuler, sistem neurologi, sistem hormonal, dan sistem reproduksi.
3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan
itu dengan tenteram selama berlansungnya sewa: orang tua biologis tidak
menerima dan menikmati rahim yang disewanya.
c. Rahim tidak termasuk sebagai perjanjian innominaat (bukan barangnya tetapi
jasanya)14: dikatakan pada Pasal 499 KUH Perdata bahwa, “tiap-tiap barang dan tiap-
tiap hak yang dapat menjadi objek dan hak milik.” Jadi bisa barang yang berwujud
dan barang tidak berwujud. Barang yang berwujud diatur dalam KUH Perdata dan
barang tidak berwujud diatur khusus oleh Undang-Undang diluar KUH Perdata
seperti Hak Paten, Merek dan Hak Cipta (lisensi), franchise atau leasing dan lain.
Pada kasus Surrogate Mother bila seandainya prestasi yang diberikan adalah jasa,
maka tetap tidak bisa dilaksanakan karena:
1) Semua perjanjian tetap mengacu kepada KUH Perdata Pasal 1320, yaitu
syarat sahnya sebuah perjanjian sehingga batal demi hukum karena tidak
memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian poin keempat yitu: suatu sebab yang
tidak terlarang (undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum).
2) Bila perjanjian innominaat adalah semua perjanjian yang timbul, tumbuh,
hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat seperti leasing
dan franchise, joint ventura, maka perjanjian Surrogate Mother tidak bisa
disamakan dengan praktik leasing atau franchise karena:
14 Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,h.116.
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a) Sampai saat ini belum ada perjanjian Surrogate Mother menjadi kejadian yang
umum terjadi di masyarakat.
b) Teknik Surrogate Mother tidak bisa dipatenkan sebagai suatu invensi (penemuan)
berdasarkan UU RI No. 14tahun 2001 tentang Paten Pasal 7 huruf (a) dan
(b):Paten tidak diberikan untuk invensi tentang:
(1) (a): Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau
pelaksanaanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, moralitas, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
(2) (b): Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan atau pembedahan
terhadap manusia dan atau hewan.
c) Lisensi dikeluarkan berdasarkan izizn yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta
atau Pemegang Hak Terikat memperbanyak Ciptaannya atau Produk Hak
Terkaitannya dengan persyaratan tertentu. Seperti yang terlihat pada Bab I Pasal I
No. 14 UU RI Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Jadi berdasrkan hal di atas, maka belum ada satu orang atau badan tertentu apa
pun yang mengajukan pendaftaran Surrogate Mother sebagai ciptaan dan seandainya
adapun, pemerintah tidak akan mengabulkannya karena tidak tercantum dalam daftar
Ciptaan (UU RI No. 19/2002 tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat 1).
C. Sewa Rahim (Surrogate Mother) Perspektif Hukum Islam
Ajaran syariat Islam mengajarkan untuk tidak boleh berputus asa dan
menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah
swt. Demikian halnya di antara panca maslahat yang diayomi oleh Maqashid asy-
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syari’ah (tujuan syariah Islam) adalah hifdz an-nasl (memelihara fungsi dan kesucian
reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia.
Allah berfirman dalam QS Al ‘Insyirah/94:5-6.
﴿٥﴿ ًاﺮُْﺴﻳ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ ﱠنِإ ﴾٦﴾ ًاﺮْﺴُﻳ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ ﱠنَِﺈﻓ
Terjemahnya:
“Maka ketahuilah disetiap masalah pasti disertai jalan keluar, ketahuilah bahwa
disetiap masalah disertai jalan keluar”.15
Termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi
kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia
agar mereka bersyukur dengan menggunakannya sesuai kaedah ajaran-Nya.
Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains
modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu
kedokteran dan biologi. Meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat
rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang
tidak beragama, beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negative
dan fatal. Oleh karena itu kaedah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika
dalam penggunaan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum
yang berlaku di masyarakat.
Inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui
senggama (sexual intercourse). Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah
dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain adalah: Pertama; Fertilization in
Vitro (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses
15Kementrian Agama R.I,Al-Quran dan Terjemahan,,h.596.
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di vitro (tabung), dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke rahim istri. Kedua;
Gamet Intra felopian Tuba (GIFT) dengan cara mengambil sprema suami dan ovum
istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur
(tuba palopi). Teknik kedua ini lebih alamiah, sebab sperma hanya bisa membuahi
ovum di tuba palopi setlah ejakulasi melalui hubungan seksual.
Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah
kontemporer ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam al-
Qur’an dan As-sunnah bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun. Karen itu, jika
hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode
ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad (mujtahidin), agar dapat
ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa al-Qur’an dan as-sunnah
yang merupakan sumber pokok hukum Islam.
Namun, kajian masalah inseminasi buatan ini seyogyanya menggunakan
pendekatan multi disipliner oleh para ulama dan cendikiawan muslim dari berbagai
disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar
proporsional dan mendasar. Misalnya ahli kedokteran, peternakan, biologi, hukum,
agama dan etika.
Ada beberapa surat di dalam al-Qur’an yang menjelaskan tentang proses
terjadinya manusia, yaitu dalam QS Al Mukminun/23:12-14.
 ْﻦِﻣ ٍﺔَﻟﻼُﺳ ْﻦِﻣ َنﺎَﺴْﻧﻹا ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ْﺪَﻘَﻟَو ﺎَﻨْﻘَﻠَﺨَﻓ ًﺔَﻘَﻠَﻋ َﺔَﻔْﻄﱡﻨﻟا ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ﱠُﰒ ٍﲔِﻜَﻣ ٍرَاﺮَـﻗ ِﰲ ًﺔَﻔُْﻄﻧ ُﻩﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ ﱠُﰒ ٍﲔِﻃ
 َﺒَﺘَـﻓ َﺮَﺧآ ﺎًﻘْﻠَﺧ ُﻩَﺎﻧْﺄَﺸَْﻧأ ﱠُﰒ ﺎًﻤَْﳊ َمَﺎﻈِﻌْﻟا َﺎﻧْﻮَﺴَﻜَﻓ ﺎًﻣَﺎﻈِﻋ َﺔَﻐْﻀُﻤْﻟا ﺎَﻨْﻘَﻠَﺨَﻓ ًﺔَﻐْﻀُﻣ َﺔَﻘَﻠَﻌْﻟا َكَرﺎ ُﻦَﺴْﺣَأ ُﻪﱠﻠﻟا
ا َﲔِِﻘﻟَﺎْﳋ
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Terjemahnya:
“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati
berasal dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu airman yang disimpan
dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian airman itu Kami jadikan
segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan tulang belulang, lalu
tulang belulang itu Kami bungkus dengan Daging. Kemudia Kami jadikan dia
makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta yang paling
baik.”16
Berdasarkan keterangan ayat di atas dapat diketahui secara jelas lagi pasti
tentang fase-fase perkembangan janin. Dalam sebuah riwayat diterangkan, bahwa
perihal fase-fase perkembangan janin secara tegas Rasulullah saw telah bersabda:
 َْﲔَِﻌﺑَْرأ ِﻪﱢُﻣأ ِﻦْﻄَﺑ ِْﰲ ُﻪُﻘﻠﺧ ُﻊَﻤُْﳚ ﻢَُﻛﺪَﺣَأ  ﱠنإ َﻞﺜِﻣ ًﺔَﻐْﻀُﻣ ُنْﻮُﻜَﻳ ﱠُﰒ ،َﻚِﻟَذ َﻞْﺜِﻣ ًﺔَﻘَﻠَﻋ ُنْﻮُﻜَﻳ ﱠُﰒ ،ًﺔَﻔُْﻄﻧ ﺎًﻣْﻮَـﻳ
 َﺟَأَو ،ِﻪِﻗِْزر ِﺐْﺘَﻜِﺑ :ٍتﺎَﻤِﻠَﻛ َِﻊﺑْرَﺄِﺒَﻣْﺆُـﻳَو ،َحْوﱡﺮﻟا ِﻪْﻴِﻓ ُﺦُﻔ ْـﻨَـﻴﻓ ُﻚَﻠَﻤْﻟا ِﻪَْﻴِﻟإ ُﻞَﺳْﺮُـﻳ ﱠُﰒ ،َﻚِﻟَذ ِﻪِﻠَﻤَﻋَو ،ِﻪِﻠ
 ﱞﻴِﻘَﺷَو ْوَﺄ،ٌﺪْﻴِﻌَﺳ
Artinya:
“Sesungguhnya salah seorang diantara kamu sekalian bertempat di dalam perut
ibunya selama empat puluh hari sebagai air mani, kemudian menjadi segumpal
darah selama empat puluh hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging
selama empat puluh hari juga. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat,
lalu diperintahkan untuk menulis empat perkara : tentang rizkinya, ajalnya,
kesengsaraannya,ataupun kebahagiannya. Setelah itu, barulah malaikat
meniupkan ruh kepada makhluk manusia tersebut.” (HR.Bukhari).
Rasulullah saw menganjurkan dan membimbing kaum muslimin untuk
mencari rejeki berupa usaha dan harta dengan cara yang halal, maka lebih-lebih lagi
tentunya Rasulullah saw menganjurkan dan membimbing mereka untuk menempuh
cara yang sesuai dengan syariat (halal) dalam mendapatkan anak.”17
16Departemen Agama R.I,Al-Quran dan Terjemahannya,h.342.
17 Husni Thamrin,Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan
Hukum Islam,h.88.
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Beberapa Metode Inseminasi buatan yang dapat ditempuh dalam mendapatkan
keturunan yakni melalui:
1 Penggunaan Sperma Suami
Salah satu acara untuk mendapatkan keturunan dengan proses bayi tabung
adalah menggunakan sprema dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian
embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, bagaimna hukum anak tersebut?
Husein Yusuf dalam Simposium Nasional tentang “Bayi tabung ditinjau dari Aspek
Medis, Hukum, Agma, Sosiologi dan Budaya”, tahun 1989, mengemukakan bahwa :
“Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang
diproses dalam tabung, setelah terjadi pembuahan maka disarangkan ke dalam rahim
istrinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat
dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai
kedudukan yang sah menurut syariat Islam.”
Dari pendapat di atas menunjukkan secara tegas  dan jelas kedudukan anak
yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sprema dan ovum dari
pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri,
adalah sebagai anak sah yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti anak
kandung.
Disamping itu dikemukakan 2 macam keputusan, yaitu:
a. Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang diadakan dari
tanggal 6-11 April 1980 dalam Sidang Seksi A (Bayi Tabung) menyebutkan bahwa:
Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang
menurut hukum Islam, adalah Mubah, dengan syarat:
1) Teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak beretentangan
dengan syariat Islam.
2) Penempatan zygote seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita.
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3) Resipien adalah istri sendiri
4) Status anak dan bayi tabung adalah anak sah dari pasangan suami istri yang
bersangkutam.
b. Putusan majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang
Inseminasi buatan/ bayi tabung, tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa:
inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan
suami istri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam
ikatan perkawinan yang sah.
2 Penggunaan Sewa Rahim/Ibu Penganti (Surrogate Mother)
Setiap wanita hendaknya menerima kekurangannya sebagai seorang wanita
yang tidak bisa melahirkan keturunan, seperti yang tertulis dalam firman Allah swt
QS Asy-Syu’ara/26: 49-50.
 َرﻮُﻛﱡﺬﻟا ُءﺎَﺸَﻳ ﻦَﻤِﻟ ُﺐَﻬَـﻳَو ًﺎﺛَﺎﻧِإ ُءﺎَﺸَﻳ ْﻦَﻤِﻟ ُﺐَﻬَـﻳ ُءﺎَﺸَﻳ ﺎَﻣ ُﻖُﻠَْﳜ ِضْرَْﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ُﻚْﻠُﻣ ِﻪﱠِﻠﻟ– ْوَأ
 َو ًﺎﺛَﺎﻧِإَو ًﺎﻧَاﺮُْﻛذ ْﻢُﻬُﺟﱢوَﺰُـﻳ ٌﺮﻳِﺪَﻗ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ُﻪﱠﻧِإ ًﺎﻤﻴِﻘَﻋ ُءﺎَﺸَﻴﻨَﻣ ُﻞَﻌَْﳚ
Terjemahnya:
“Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Ia ciptakan apa yang ia kehendaki.
Ia karuniakan kepada siapa yang ia berkenan anak-anak perempuan. Dan Ia
karuniakan kepada siapa yang ia berkenan anak-anak laki-laki. Atau Ia anugrahi
mereka (dua jenis) laki-laki dan perempuan. Dan Ia jadikan mandul siapa yang
Ia kehendaki. Sungguh, Ia Mahatahu, Mahakuasa.”18
18Kementrian Agama R.I,Al-Quran dan Terjemahannya,h.369.
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Dalam al-Qur’an larangan menaburkan sperma ke rahim selain rahim milik
istrinya, terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 223:.
 ﱠَﻧأ اﻮُﻤَﻠْﻋاَو َﻪﱠﻠﻟا اﻮُﻘـﱠﺗاَو ْﻢُﻜِﺴُﻔْـَﻧِﻷ اﻮُﻣ ﱢﺪَﻗَو ْﻢُﺘْﺌِﺷ ﱠﱏَأ ْﻢُﻜَﺛْﺮَﺣ اُﻮﺗَْﺄﻓ ْﻢُﻜَﻟ ٌثْﺮَﺣ ْﻢُُﻛؤﺎَﺴِﻧ ِﺮﱢﺸَﺑَو ُﻩﻮُﻗَﻼُﻣ ْﻢُﻜ
ﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا
Terjemahnya:
“istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat becocok tanam, datangilah tanah
tempat becocok tanammu itu sebagai mana saja kamu kehendaki. Dan
kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan takwalah pada Allah dan
ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya. Berilah kabar gembira orang-
orang beriman.”19
Pada ayat lain Allah berfirman, QS An-Nur/24:30-31.
 َﺎِﲟ ٌﲑِﺒَﺧ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ُْﻢَﳍ ﻰَْﻛَزأ َﻚِﻟَذ ْﻢُﻬَﺟوُﺮُـﻓ اُﻮﻈَﻔَْﳛَو ْﻢِِﻫرﺎَﺼَْﺑأ ْﻦِﻣ اﻮﱡﻀُﻐَـﻳ َﲔِﻨِﻣْﺆُﻤِْﻠﻟ ْﻞُﻗ ْﻞُﻗَﻮَـﻧﻮُﻌَـﻨْﺼَﻳ
 َْﳛَو ﱠﻦِِﻫرﺎَﺼَْﺑأ ْﻦِﻣ َﻦْﻀُﻀْﻐَـﻳ ِتﺎَﻨِﻣْﺆُﻤِْﻠﻟ ﱠﻦُﻬَﺟوُﺮُـﻓ َﻦْﻈَﻔ
Terjemahnya:
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman :”Hendaklah mereka
menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian lebih
suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengatahui apa yang mereka perbuat.
“Katakanlah kepada wanita yang beriman:”Hendaklah mereka menahan
pandangannya dan memelihara kemaluannya”.20
Dua ayat di atas memerintahkan kepada para kaum lelaki (suami) untuk
menaburkan benihnya (spermanya) kepada istri-istrinya dan bukan pada orang lain.
Begitu pula sebaliknya istri-istri harus menerima sperma dari suaminya karena istri
merupakan lading bagi semuanya. Dan memerintahkan kepada para suami dan istri
19Kementrian Agama R.I,Al-Quran dan Terjemahannya,h.35.
20Kementrian Agama R.I,Al-Quran dan Terjemahannya,h.353.
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untuk menjaga pandangan dan kemaluannya. Artinya pelaksanaan bayi tabung yang
dilakukan dengan donor sperma dan ovum serta menitipkan benih kepada selain
rahim istri diharamkan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, ialah
anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang
melahirkannya.
Ada pula hadis Nabi saw yang berbunyi:
 ِِﻩْﲑَﻏ َﺪَﻟَو ُﻩَءﺎَﻣ ِﻖْﺴَﻳ َﻼَﻓ ِﺮِﺧْﻵا ِمْﻮَـﻴْﻟاَو ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ ُﻦِﻣْﺆُـﻳ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣ
Artinya:
”tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari akhir
menyiramkan airnya(sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).” (HR.
Abu Daud, Tirmidzi nomor 1131 dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban).
Dalam hadis tersebut para ulama sepakat mengharamkan seseorang
melakukan hubungan seksual dengan wanita lain dari istri orang lain. Hadis lain juga
dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan inseminasi buatan atau bayi tabung
dengan menggunakan sperma donor atau ovum.
Para ulama melarang penggunaan taknologi bayi tabung dari pasangan suami
istri yang dititipkan di rahim perempuan lain. “Itu hukumnya haram” papar MUI
dalam fatwanya, Nomor : Kep-952/MUI/1990 tentang Inseminasi buatan/Bayi tabung
di dalam keputusan itu disebutkan bahwa : Inseminasi buatan/bayi tabung dengan
sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami istri untuk
istri-istri yang lain hukumnya haram/tidak dibenarkan dalam Islam.21
21 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 3 (Jakarta:  Gema Insani),h.659.
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a. Menurut Fatwa MUI (Komisi Fatwa tanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut:22
1) Bayi tabung dengan sperma clan ovum dari pasangan suami istri yang sah
hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-
kaidah agama;
2) Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain
(misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram
berdasarkan kaidah Sadd az-azariah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah
yang rumit dengan kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak
yang dilahirkan dengan ibunya yang mempunyai ovum dan ibu yang
mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya);
3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal
dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zariah, sebab hal ini akan
menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan
nasab maupun dalam kaitan dengan kewarisan;
4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami
istri yang sah hukumnya haram, karena statusnya sama denagn hubungan
kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), berdasarkan
kaidah Sadd az-zariah, yaitu untuk menghindarkan perbuatan zina yang
sesungguhnya.
22 Husni Thamrin,Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan
Hukum Islam ,h.94.
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b. Fatwa Majelis Mujamma’ Fiqih Islami, menetapkan sebagai berikut :
1) Lima perkara berikut diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat
mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-
perkara lain yang dikecam oleh syariat.
a) Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada indung telur pihak
wanita yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
b) Indung telur yang diambil dari pihak wanita yang disemaikan kepada sperma yang
diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam
rahim si wanita.
c) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami
istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung
persemaian benih mereka tersebut.
d) Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain
kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri.
e) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan
istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam istrinya yang lain.
2) Dua perkara berikut ini yang boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan
dan setelah memeastikan keamanan dan keselamatan yang harus dilakukan
sebagai berikut :
a) Sperma tersebut diambil dari si suami dan ndung telurnya diambil dari istrinya,
kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
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b) Sperma si suami diambil kemudian disuntikkan ke dalam rahim istrinya yntuk
disemaikan.23
Hasil dari ijtihad tersebut mengharamkan penggunaan teknik bayi tabung
yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya
ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain. Dengan demikian jelaslah status anak
yang dilahirkan oleh istri yang lain sebagai anak zina dan para ulama menegaskan,
dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan
warisan.
c. Pandangan Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
Meskipun tidak secara khusus membahas bayi tabung, Majelis Tarjih dan
Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa terkait boleh tidaknya
menitipkan sperma suami-istri di rahim istri kedua. Dalam fatwanya, Majelis Tarjih
dan Tajdid mengungkapkan, berdasarkan ijtihad jama’I yang dilakukan para ahli fikih
dari berbagai pelosok dunia Islam, termasuk dari Indonesia yang diwakili
Muhammadiyah, hukum inseminasi buatan seperti itu termasuk yang dilarang.
“Hal tersebut dalam ketetapan keempat dari siding periode ketiga dari
Majmaul Fiqhil Islamy dengan judul Athafaalul Anaabib (Bayi Tabung),”Papar
Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Rumusannya,”cara kelima inseminasi itu
dilakukan di luar kandungan antara dua biji suami-istri, kemudian ditanamkan pada
rahim istri yang lain (dari suami itu) hal itu dilarang menurut hukum Syara’”.24
23 Husni Thamrin,Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan
Hukum Islam ,h.96.
24 Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata
dan Hukum Islam,h.43.
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d. Pandangan Nahdatul Ulama (NU)
NU telah menetapkan fatwa dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang,
Yogyakarta pada 1981. Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait
masalah bayi tabung :
Pertama, apabilah sperma yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim
wanita tersebut yang bukan milik suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya
haram.
Kedua, apabilah sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara
mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. “Mani muhtaram
adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara’.
Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar
hukum dari Kifayatul Akhyar II/113 “Seandainya seorang lelaki berusaha
mengeluarkan spermanya dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan
karena istri memenag tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-
senang.”
Ketiga, apabila mani yang ditabungbitu mani suami-istri dan cara
mengeluarkannya secara muhtaram, serta dimasukka kedalam rahim istri sendiri
maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).
e. Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI)
Dalam sidangnya di Amman tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan
sprema donor atau ovum, dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma
suami dan ovum dari istri sendiri. Vatikan secara resmi tahun 1987 telah mengecam
keras pembuatan buatan, bayi tabung, ibu titipan dan seleksi jenis kelamin anak,
karena dipandang tak bermoral dan bertentangtangan dengan harkat manusia. Mantan
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Ketua IDI, dr.Kartono Muhammad juga pernah melemparkan masalah inseminasi dan
bayi tabung. Ia menghimbau masyarakat Indonesia dapat memahami dan menerima
bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovumnya berasal dari sumai istri sendiri.
Dengan demikian, terkait dengan hukum inseminasi buatan dan bayi tabung
pada manusia harus diklasifikasikan secara jelas. Bila dilakukan dengan sperma atau
ovum suami-istri sendiri, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian
disuntikkan ke dalam vagina, tuba palupi atau uterus, maupun dengan cara
pembuahannya di luar rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanak di dalam
rahim istri; maka hal ini dibolehkan, asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar
memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami istri tersebut
memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah ‘al hajatu tansilu manzilah al
dharurat’ (hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak diperlakukan seperti keadaan
darurat).25
f. Menurut Salah Satu Fatwa Ulama Saudi Arabia
Disebutkan bahwa Alim ulama di lembaga riset pembahasan ilmiyah, fatwa,
dakwah dan bimbingan Islam dikerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa
pelanggaran praktek bayi tabung. Karena praktek tersebut akan menyebabkan
terbukanya aurat, tersentuhnya kemaluan dan terjamahnya rahim. Kendatipun mani
suaminya. Atau Ia26 anugrahkan (dua jenis) laki-laki dan perempuan. Dan Ia jadikan
25 Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata
dan Hukum Islam,h.90.
26 Husni Thamrin,Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan
Hukum Islam,h.87.
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mandul siapa yang Ia kehendaki. Sungguh Ia Maha Tahu, Maha Kuasa. (QS. Asy-
Syu’ara/26:50).
Sementara itu Syaikh Nashruddin Al-Albani berpendapat lain, beliau
berpendapat sebagai berikut :
“Tidak boleh, karena proses pengambilan mani (sel telur wanita) tersebut
berkonsekuensi minimal sang dokter (laki-laki) akan melihat aurat wanita lain. Dan
melihat aurat wanita lain (bukan istri sendiri) adalah haram menurut pandangan
syariat, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.”27
Lalu pertanyaannya adalah apakah untuk mendapatkan keturunan, sesorang
harus melanggar hukum syara’ (memperlihatkan/membuka auratnya) dengan alasan
dalam keadaan darurat?
3 Konsep Batasan Darurat Mengenai Sewa Rahim (Surrogate Mother)
Untuk membatasi pengertian darurat dapat ditarik tiga pemahaman dengan
berdasar:
Allah swt berfirman dalam QS Al Baqarah/2:173.
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ َْﰒِإ َﻼَﻓ ٍدﺎَﻋ َﻻَو ٍغَﺎﺑ َﺮ ْـﻴَﻏ ﱠُﺮﻄْﺿا ِﻦَﻤَﻓ ◌ۚ ٌرﻮُﻔَﻏ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ ٌﻢﻴِﺣَر
Terjemahnya:
“Maka barang siapa yang terpaksa (memakannya) sedang ia tidak
menginginkannya dan tidak (pula)  melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya”.28
Para ahli tafsir mengemukakan bahwa Allah swt. Mengharamkan beberapa
jenis makanan, kecuali dalam keadaan darurat, dengan dua syarat : (1) Dalam kondisi
sangat lapar, dan tidak ditemukan makanan untuk memeprtahankan hidup. Orang
27 Husni Thamrin,Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan
Hukum Islam ,h.88.
28Kementrian Agama R.I,Al-Quran dan Terjemahannya,h.42.
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yang mengalami keadaan demikian disebut sebagai orang yang terpaksa karena
kondisi, (2) Orang yang dipaksa oleh seseorang agar memakan yang haram, sehingga
yang haram itu menajdi halal baginya.29 Berdasarkan dari keterangan-keteranganan
tersebut, dapat dipahami bahwa kondisi dari batasan darurat adalah keadaan
terancamnya jiwa seseorang yang sangat mengkhawatirkan jika pada saat tersebut
tidak memakan makanan.
Pemahaman kedua dari ayat tersebut adalah (sedang ia tidak
menginginkannya). Imam al-qurthubiy memahami bahwa orang yang dalam kondisi
darurat sehingga memakan makanan yang diharamkan, sama sekali tidak ada maksud
untuk melanggar larangan Allah swt, dan hakekatnya sangat tidak menginginkan hal
tersebut.30 Dapat dipahami bahwa orang yang bersangkutan tidak ada perencanaan
sebelumnya. Memakan makanan yang diharamkan oleh Allah adalah hal yang sangat
bertentangan dengan hati nuraninya.31
Jadi berdasarkan uraian diatas dalam hal sewa rahim tidak termasuk kedalam
hal darurat, karena dari konsep darurat hanya lebih kepada memelihara jiwa atau
mempertahnkan kehidupan, larangan Allah swt atau hal yang diharamkan akan
menjadi halal apabila membahayakan jiwa sedangkan dalam praktek sewa rahim
tentu saja dokter akan melihat  aurat dari pasangan suami-istri yang dalam hal ini
haram dalam Islam. Mendapatkan keturunan dengan cara membuka aurat tidak bisa
dijadikan alasan sebagai hal yang darurat karena tidak mendapatkan keturunan tidak
dalam kategori membahayakan jiwa.
29 Al- Fakhr Al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr,t.th),h. 12.
30Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Qurthubiy, Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an, Jilid I
(Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyah,t.th),h.155.
31 Gazali Suyuti, Konsep Darurat Dalam Al-Qu’an,h.66.
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Pemahaman yang kedua mengenai konsep darurat yaitu (tidak
menginginkannya) atau tidak merencanakan akan melakukan hal yang haram atau
dilarang dalam Islam sehingga yang haram akan menjadi halal baginya, sedangkan
dalam praktek sewa rahim untuk mendapatkan anak sudah direncanakan terlebih
dahulu sehingga hal haram seperti kesengajaan dan terencana membuka aurat tidak
bisa dijadikan alasan sebagai keadaan darurat.
4 Mudharat dan Mafsadah Penggunaan Sperma/Ovum Donor dan
Surrogate Mother.
Sebagaimana diketahui bahwa bayi tabung dengan donor sperma dan/atau
ovum lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada mashlahah. Mashlahah yang
dibawa ialah membantu suami-istri yang mandul, baik keduanya maupun salah
satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan
normal. Namun mudharat dan mafsadahnya jauh lebih besar, antara lain berupa:
1) Pencampuran nasab, padahal dalam Islam sangat menjaga
kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada
kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan;
2) Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam;
3) Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi
percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah;
4) Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah
tangga;
5) Anak hasil inseminasi lebih banyak unsure negatifnya dari pada anak adopsi;
6) Bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi
bayi tabung lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan
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suami istri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin
hubungan keibuan secara alami
5 Pendapat Cendikiawan Muslim Tentang Surogate Mother
Berikut beberapa pendapat para cendikiawan muslim yang menyampaikan
pendapatnya secara kolektif maupun secara kelompok
a. Pendapat Yang Mengharamkan
1) Menurut Syaikh Mahmud Syaltut (1963).32
Adapun, jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad
perkawinan dengan wanita – dan barangkali ini yang banyak di bicarakan orang
mengenai inseminasi- maka sesungguhnya tidak dapat di ragukan lagi, hal itu akan
mendorong manusia ketaraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan
mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur
yang dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebar luaskan. Dan
bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal
seperti ini sttusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat
buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak.33
2) Menurut Mu’tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980
Tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada rahim
wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Rasulullah saw :
 ِِﻩْﲑَﻏ َﺪَﻟَو ُﻩَءﺎَﻣ ِﻖْﺴَﻳ َﻼَﻓ ِﺮِﺧْﻵا ِمْﻮَـﻴْﻟاَو ِﻪﱠﻠﻟِﺎﺑ ُﻦِﻣْﺆُـﻳ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣ
32 Sapiudin Shidiq, Fikih Kontemporer,Edisi I (Cet.I;Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mandiri,2016),h.105.
33 Abd Salam Arief. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita: Kajian
Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: LESFI, 2003),h.165.
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Artinya:
”tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari akhir
menyiramkan airnya(sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).” (HR.
Abu Daud, Tirmidzi nomor 1131 dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban).
Demikian pula di haramkan karena (1) Pembuahan semacam itu termasuk
kejahatan yang menurunkan martabat manusia, dan (2) Merusak tata hukum yang
telah di bina dalam kehidupan masyarakat.34
3) Pendapat Munas Alim Ulama’ (NU) Di Sukorejo Situbondo Tahun 1983
Tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang
cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri
tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Selain hadis di atas para ulama’
peserta munas berdasarkan hadis Nabi yang terdapat pada Tafsir Ibnu Katsir Juz
3/326
 ِﷲا  ِﻦَﻋ  ِﻢْﻴَـُﺜْﳍا  ِﻦْﺑ  ٍﻚِﻟﺎَﻣ  ﱢﻲِﺋﺎﱠﻄﻟا  ِﻦَﻋ  ﱢِﱯﱠﻨﻟا ﻰﱠﻠَﺻ  ُﷲا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  َﻢﱠﻠَﺳَو  َلَﺎﻗ: ﺎَﻣ  ْﻦِﻣ  ٍﺐْﻧَذ  َﺪْﻌَـﺑ  ِكْﺮﱢﺸﻟا  ُﻢَﻈَْﻋأ  َﺪْﻨِﻋ
(ﺎﻴﻧﺪـــــــــــــــ ﻟا ﻦـــــــــﺑإ وﺮــــــــــــﺑأ)  ُﻪَﻟ  َﻻ  ﱡﻞَِﳛ  ٍﻢِﺣَر  ِْﰲ  ٌﻞُﺟَر ﺎَﻬَﻌَﺿَو  ٍﺔَﻔُْﻄﻧ  ْﻦِﻣ
Artinya:
Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di
bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak
halal baginya”.35
Jika terdapat kasus semacam itu, peserta munas berpendapat bahwa, dalam
hal nasab, kewalian dan hadlanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma
menurut Imam Ibnu Hajar, karena masuknya tidak muhtaram. Yang dimahsud dengan
34Imam Bajuri, Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut
Hukum Islam (Ponorogo: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam,2002),h.269.
35Ahkamul Fukaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Muna,
Konbes Nahdatul Ulama (Cet.II; Surabaya: Lajnah Ta’lif Nasyr NU dan Diantama,1999),h.489.
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sperma yang muhtaram adalah hanya ketika keluarnya saja, sebagaimana yang dianut
oleh Imam Ramli, walaupun menjadi tidak terhormat ketika masuk (ke vagina orang
lain).
4) Hasil sidang Lembaga Fiqh Islam OKI III di Yordania tahun 1986
Memutuskan bahwa sewa rahim itu adalah haram hukumnya dan di larang
mutlak bagi dirinya karena akan mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya
keibuan dan halangan-halangan syar’i lainnya. Dan begitu pula tidak di benarkan
menitipkannya ke rahim istri yang ke dua, ketiga dan seterusnya bagi yang
poligami.36
5) DR. Yusuf Qardawi,
Berpendapat bahwa penyewaan rahim tidak diperbolehkan, larangan ini
dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan,
“siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa
karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena
hamil dan melahirkan?” padahal, ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya
sendiri.37
6) Musa Shalih Syaraf,
Cara apapun selain itu (bayi tabung) hukumnya haram secara syara’. Jika
seorang suami mandul lalu dia memindahkan sperma laki-laki lain kepada istrinya
yang masih bisa memberi keturunan, maka jelas haram. Demikian pula bila isterinya
yang mandul sedangkan suaminya masih bisa menurunkan keturunan dengan sperma
laki-laki lain, maka tindakan ini jelas haram. Kalau wanita mengandung dengan hasil
36 Imam Bajuri,Penitipan Pra Embrio Pada Rahim Wanita Lain (Sewa Rahim) Menurut
Hukum Islam,h.269.
37 Yusuf Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer,h.659.
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inseminasi seperti ini, maka anak ini anak yang bukan syar’i, terlebih-lebih ia
dihasilkan dari tindakan istri yang buruk sekali.38
7) Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA
Berpendapat meskipun sewa rahim ada manfaatnya namun keburukan
atau masfadah yang di akibatkan jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Di antara
keburukannya adalah akan menimbulkan kacaunya status anak. Bahaya lainnya
adalah persengketaan yang akan timbul antara kedua ibu. Oleh karena itu beliau
berpendapat bahwa hukum penyewaan rahim tidak di benarkan (Haram).39
Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan, hukum haram yang terdapat
dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya, dari segi sosial,
dapat menarik ketaraf kehidupan seperti hewan dan pencapuran nasab. Segi etika,
bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram
berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat
keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.
b. Pendapat Yang Memperbolehkan.
1) Prof. Dr. Jurnalis Udin, PAK.40
Berpendapat bahwa apabila rahim milik istri peserta program fertilisasi in
vitriol transfers embrio itu memenuhi syarat untuk mengandung embrio itu hingga
lahir, penyelenggaraan reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya di dalam
38 Musa Shalih Syaraf, Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita, terj. Iltizan
Syamsuddin (Jakarta:Pustaka Firdaus,1997),h.138.
39Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Jakarta; Penamadani,
2004),h.117.
40 Desriza Ratman,Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:Bolehkah Sewa
Rahim di Indonesia?,h.38.
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rahim wanita lain (surrogate mother) hukumnya haram. Sebaliknya apabila; (a) rahim
istrinya rusak dan tidak dapat mengandungkan embrio itu, (b) belum di temukan
teknologi yang dapat mengandungkan embrio itu di dalam tabung hingga lahir, (c)
dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri
hanyalah melalui jalan surrogate mother maka hukum menyelenggarakan reproduksi
bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain (surrogate mother) hukumnya
mubah, karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat juga karena keinginan
mempunyai anak sangat besar.41
2) H. Ali Akbar
Berpendapat bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya
boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya, disebabkan karena rahimnya
mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain di perbolehkan
dalam islam, malah boleh di upahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada
wanita yang meminjamkan rahimnya.42
3) H. Salim Dimyati
Berpendapat bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami
yang sah, lalu embrionya di titipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka apa
yang di lahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan
di warisi, karena anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh di samakan dengan
anak kandung.43
41 Salim HS, Bayi Tabung Dalam Bidang Penobatan,h.114.
42 Sapiuddin Shidiq, Fikih Kontemporer, h.115.
43 Salim HS, Bayi Tabung Dalam Bidang Pengobatan,h.46.
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Pendapat pertama lebih menekankan pada konsep darurat, yaitu keadaan
dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan
cara selain menyewa rahim. Pendapat kedua diperbolehkannya karena kandungan
sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan
diperbolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain, bahkan dengan
memberikan upah. Sedangkan pendapat terakhir menyatakan bahwa boleh melakukan
sewa rahim, namun anak yang dihasilkan tetap tidak seperti anak kandung, bahkan
statusnya seperti anak angkat.
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BAB IV
Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother)
A. Tipologi Hukum Waris.
Hukum waris Islam dikenal dengan ilmu faraid yang terambil dari kata  ﺮﻓ
ضؤا (faridhah) adalah jamak dari kata ﺔﻀﯾ ﺮﻓ diambil dari kata ض ﺮﻓ yang artinya
ketentuan atau ketetapan.
Pengertian ini terambil dari QS An Nisa/4:11.
 َﻻ ْﻢُُﻛؤﺎَﻨْـَﺑأَو ْﻢُُﻛؤَﺎﺑَآ ٍﻦْﻳَد ْوَأ َﺎ ِ ﻲِﺻُﻮﻳ ٍﺔﱠﻴِﺻَو ِﺪْﻌَـﺑ ْﻦِﻣ ُسُﺪﱡﺴﻟﺎﻬﱢُﻣِﻸَﻓ ٌةَﻮْﺧِإ ُﻪَﻟ َنﺎَﻛ ْنَِﺈﻓ ُبَﺮْـَﻗأ ْﻢُﻬـﱡَﻳأ َنوُرْﺪَﺗ
 ْﻢُﻜَﻟﺎًﻌْﻔَـﻧ ِﻪﱠﻠﻟا َﻦِﻣ ًﺔَﻀِﻳﺮَﻓ
Terjemahnya:
“Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak menegtahui siapa diantara
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari
Allah”.1
Dari segi bahasa, ضؤ ا ﺮﻓ berarti beberapa bagian tertentu. Dengan demikian
Ilmu Faraidh adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu
yang telah ditetapkan oleh syara’ yakni al-Qur’an dan Hadis.
Fard dalam istilah syara’ adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris
seperti ﻒﺼﻧ (1/2), ﻊﺑ ر (1/4), dan sebagainya. Dengan pengertian ini pula dapat
istilah faraidh sama halnya dengan istilah mawaris.2
1 Kementrian Agama R.I,Al-Quran dan Terjemahannya,h.78.
2 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum
Perdata Barat (Cet;I: Makassar : Alauddin University Press, ),h.1.
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B. Sebab-Sebab Kewarisan.
Adapun sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, yakni kekerabatan,
hubungan suami-istri, dan kekuasaan (al-wala’).
1 Hubungan Kekerabatan
a. Pengertian dan Syarat
Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris yang
disebabkan oleh faktor kelahiran. Proses kelahiran seseorang tentu membutuhkan
adanya hubungan kelamin antara orang yang berlainan jenis, laki-laki dan
perempuan. Perempuan sebagai orang yang melahirkan melalui proses pembuahan
oleh laki-laki. Karena itu, seorang anak pada intinya memiliki hubungan kekerabatan
dengan bapak dan ibu yang melahirkannya.
Dengan demikian syarat adanya kekerabatan itu pada hakikatnya adalah
adanya hubungan kelamin antara bapak-ibu. Oleh karena itu hubungan kelamin ini
tidak bisa dibuktikan dengan mata oleh orang lain, maka dibutuhkan syarat yang bisa
disaksikan oleh orang lain, sehingga kekerabatan anak jelas dan menjadi kuat untuk
dihubungkan dengan bapak ibu yang melakukan hubungan kelamin (Mazinnah).
Satu-satunya media untuk mazinnah itu ialah melalui akad nikah. Karena akad nikah
menjadi syarat di samping hubungan kelamin sebagai pembuktian adanya hubungan
kekerabatan.
Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyyah menyebutnya ar-Rahim,
yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. Yakni, setiap hubungan yang
penyebabnya adalah kelahiran.3
3 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islami Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani,2011),h.346
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b. Anak yang Lahir Tidak Memenuhi Syarat Kekerabatan
1) Anak Zina
Apabilah ada seorang anak yang dilahirkan dengan hubungan kelamin antara
laiki-laki dan perempuan di luar media akad nikah yang dilakukan secara
sengaja, maka anak itu dinamakan dengan anak zina. Dalam kasus seperti ini,
Wahbahanak zina hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya,
bukan dengan bapaknya (laki-laki) yang membuahinya.
2) Anak karena Hubungan Subhat.
Hubungan kelamin karena subhat ialah hubungan kelamin karena akibat
kelalaian dan tidak sengaja dari pelaku. Dalam kasus hubungan kelamin
subhat ini bisa terjadi dalam dua bentuk yaitu subhat perbuatan dan subhat
akad.
Subhat perbuatan terjadi bilamana orang yang melakukan hubungan kelamin
sama-sama mengira pasangan yang digaulinya adalah istri atau suami yang
sah. Sedangkan subhat akad terjadi apabila orang yang melakukan  hubungan
kelamin melalui akad nikah yang sah, tetapi ternyata pasangannya itu
termasuk orang yang tidak sah dinikahinya.
3) Anak Angkat
Islam secara tegas menolak menjadikan anak angkat berposisi anak kandung
oleh orang yang mengangkatnya, sekaligus memerintahkan agar anak angkat
itu tetap dihubungkan dengan orang tua yang melahirkannya.
Karena itu anak angkat tidak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua
angkatnya.
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4) Anak Tiri
Anak tiri adalah salah satu anak dari suami istri hasil pernikahan dengan istri
atau suami terdahulu. Dalam kaitannya hak waris-mewaris, anak tiri hanya
mendapat hak warisan dari bapak atau ibu kandungnya yang telah membuahi
atau melahirkan.4
2 Hubungan Pernikahan
Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan
kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka merealisisr kebahagian
hidup keluarga, tentram dan kasih saying dengan cara yang diridhoi Allah.
Kriteria suami-istri tetap saling mewarisi di samping keduanya telah
melakukan akad nikah secara sah menurut syari’at.
3 Hubungn Wala’
Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak
sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam
dating, perbudakan sudah dihapus oleh islam, karena perbudakan
bertentangan dengan syari’at Islam.
4 Hubungan agama
Bila seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, amak harta
peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam, sebagai
warisan.
4Abdul Ghofur anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah mada
University Press,2012),h.34.
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C. Golongan dan Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother).
1  Golongan Anak Hasil Sewa Rahim.
Untuk melihat golongan dari anak dari kasus Surrogate Mother, harus dilihat
dulu status perkawinan dari wanita Surrogate.
a. Anak di luar kawin yang tidak diakui.
Bila status wanita Surrogate-nya adalah gadis atau janda, maka anak yang
dilahirkan adalah “anak di luar perkawinan yang tidak diakui”, yaitu anak yang
dilahirkan karena zina, yaitu akibat dari perhubungan suami atau istri dengan laki-laki
atau perempuan lain.
b. Anak Sah.
Bila status wanita Surrogate-nya terikat dalam perkawinan yang sah (dengan
suaminya), maka anak yang dilahirkan adalah Anak Sah pasangan sumai-istri yang
disewa rahimnya, sampai si bapak (suami dari wanita Surrogate) mengatakan
“Tidak” dan menyangkal anak tersebut sebagai anaknya.
2   Hak Waris Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother)
Status kewarisan anak hasil sewa rahim yang dimaksud pada penelitian ini
yakni anak hasil sewa rahim dari benih pasangan suami-istri yang telah berkembang
menjadi embrio yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti
(Surrogate Mother), untuk mengetahui status kewarisan anak tersebut, apakah hak
kewarisannya jatuh pada orang tua biologis (pasangan suami-istri) ataukah ke ibu
pengganti selaku ibu yang mengandung dan melahirkan
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Anak hasil sewa rahim bisa di kategorikan layak atau tidak mendapatkan hak
waris bisa di tinjau dari Penyebab Kewarisan, seperti yang telah dibahas diatas:
a. Hak waris Anak Hasil Sewa Rahim menurut Hukum Kewarisan islam.
Dari Segi Hubungan Kekerabatan dan Hubungan pernikahan.
Syarat adanya kekerabatan hakikatnya adalah adanya hubungan kelamin
antara sibapak yang membuahi dan ibu yang melahirkan anak dan media untuk
melakukan hubungan kelamin ialah melalui akad nikah. Sedangkan anak dari hasil
sewa rahim tidak dilahirkan dalam sebuah ikatan pernikahan karena ibu Surrogate
selaku ibu yang melahirkan tidak mempunyai ikatan penikahan dengan bapak yang
membuahi. Maka anak yang lahir dari hasil sewa rahim bisa dikategorikan sebagai
anak di luar perkawinan atau bisa juga sebagai anak yang lahir karena zina. Anak
yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang  dilahirkan bukan dari hubungan
nikah yang sah secara syar’i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara
laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina, status keturunannya
adalah hanya kepada ibu yang melahirkan. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi
muhammad saw :
 ُﺮَﺠَْﳊا ِﺮِﻫﺎَﻌِْﻠﻟَو ِشَاﺮِﻔِْﻠﻟ ُﺪَﻟَﻮْﻟا
Artinya:
“Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi yang
berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak teresbut)”. (HR Bukhari no
6749 dan Muslim no 171).
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 ُثِرْﻮُـﻳ َﻻَو ُثَِﺮﻳ َﻻ ، َﺎِﻧز ُﺪَﻟَو ُﺪَﻟَﻮْﻟَﺎﻓ ٍﺔََﻣأ ْوَأ ٍةﱠﺮُِﲝ َﺮَﻫﺎَﻋ ٍﻞُﺟَر َﺎ ﱡَﳝأ
Artinya:
“Mereka yang berzina dengan perempuan mereka dan perempuan budak,
maka anak yang lahir adalah anak zina, tidak saling mewarisi.”(HR. At-
Turmuzy; Al-Muntaqa 2:467).5
Jadi Anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti yang berstatus
janda atau gadis dikategorikan sebagai anak diluar perkawinan atau anak yang lahir
karena zina dan hanya mempunyai hubungan kekerabatan dan kewarisan dengan Ibu
yang melahirkannya yaitu ibu pengganti secara otomatis anak tersebut tidak berhak
menjadi ahli waris dan tidak bisa menerima warisan dari ayah biologis. Anak yang
lahir dari ibu pengganti yang mempunyai ikatan perkawinan dengan suaminya maka
kewarisannya kembali ke suami ibu pengganti sampai suami mengatakan “tidak”.
b. Hak Waris Anak Hasil Sewa Rahim Menurut KHI dan Undang-Undang
perkawinan.
Anak hasil sewa rahim dikategorikan sebagai anak luar perkawinan.
Kedudukan anak hasil sewa rahim menurut hukum Islam sebagaimana yang
termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang
sama dengan Undang-undang perkawinan karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam
mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 Ayat (1) Undang-undang
Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya yang secara otomatis anak tersebut tidak berhak
5 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi-Hadits-Hadits Hukum 3 (Semarang: PT
Pustaka Rizki Putra, 2011),h.351.
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menjadi ahli waris dari laki-laki yang membuahi. Dan jika wanita surrogatenya (ibu
pengganti) memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lain  (seorang suami)
maka anak yang dilahirkan adalah “Anak Sah” dan nasabnya kembali kepada suami
ibu surrogate (Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) sampai suami
mengatakan “tidak” atau mengingkari anak tersebut maka suami memiliki hak untuk
mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui
lembaga li’an.6
6 DY.Witanto , Hukum Keluarga:  Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarga
Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawunan (Jakarta: Prestasi Pustaka,2012),h.83.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1 Sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih
wanita (ovum) yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki (sperma) yaitu
pasangan suami istri, dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sampai
lahir kemudian suami istri itu yang ingin memiliki anak akan membayar
dengan sejumlah uang kepada wanita yang menyewakan rahimnya.
2 Landasan hukum sewa rahim dalam perspektif undang-undang kesehatan
yaitu sewa rahim tidak bisa dilakukan di Indonesia karena melanggar UU RI
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana untuk mendapatkan
keturunan yang sah harus ada ikatan perkawinan hal ini berlaku jika wanita
surrogatenya berstatus janda atau gadis. Sewa rahim juga melanggar Pasal 72
(b) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perjanjian/perikatan sewa
rahim dalam perspektif hukum perdata dianggap tidak sah karena menyalahi
hakikat dari objek perjanjian/perikatan. Sewa rahim dalam perspektif hukum
Islam yaitu sewa rahim hukumnya haram menurut pandangan mayoritas
ulama di Indonesia terbukti dengan adanya ketetapan fatwa maupun pendapat
individu yang mengatakan bahwa sewa rahim haram hukumnya dalam Islam
disebabkan beberapa alasan yang berdasar pada al-Qur’an.
3 Status kewarisan anak hasil sewa rahim dalam perspektif hukum Islam yaitu
anak hasil sewa rahim digolongkan sebagai anak luar kawin yang tidak diakui
atau anak hasil zina, apabila ibu pengganti berstatus janda atau gadis, karena
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dalam hukum kewarisan yang menyebabkan adanya kewarisan antara pewaris
dan ahli waris yaitu adanya hubungan kekerabatan dan pernikahan, sedangkan
anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti tidak memilki
hubungan perkawinan. Maka status kewarisan anak hasil sewa rahim hanya
kepada ibu yang melahirkan (ibu surrogate), bukan kepada pasangan suami
istri selaku pemelik benih (orang tua biologis). Sedangkan anak hasil sewa
rahim yang dilahirkan oleh ibu pengganti yang memiliki ikatan perkawinan
dengan suaminya maka kewarisan anak yang dilahirkan akan kembali ke
suami ibu pengganti bukan kepada pasangan sumi-istri (pemilik benih).
B. IMPLIKASI PENELITIAN
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Sewa rahim semestinya tidak dilakukan
karena menimbulkan lebih banyak kemudharatan seperti tercampurnya nasab, 2)
Hilangnya hak-hak seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang secara alami
khususnya inseminasi buatan dengan penggunaan ibu pengganti (Surrogate Mother).
3) Jikalaupun harus dilakukan mungkin ada baiknya jika wanita surrogate-nya
diambil dari kerabat keluarga sehingga kasih sayang antara anak dan ibu yang
melahirkan tetap terjalin setelah anak tersebut dilahirkan.
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